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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT SUMALINDO LESTARI JAYA II  

UNTUK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE – 1 (KESATU)  
 

 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 

No. 80 Samarinda.75121 
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 
d. Website : www.trustindo.net  
e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: 
 

LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH : 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025 
 

g. Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Lead Auditor  
2. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat) 
3. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi) 
4. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH Kayu) 

 
h. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  

 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Sumalindo Lestari Jaya II  
b. 
 
 
 
c. 

Alamat Kantor Pusat 
 
 
Email 
Alamat Kantor Cabang 

: 
 
 
: 
:    

Capital Place, Lantai 28   
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 RT.06 RW.01 Kel. Kuningan Barat 
Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 
gov.relations@sljglobal.com 
Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir,  
Samarinda 75131, Prov. Kalimantan Timur 

 Email  : gov.relations@sljglobal.com 
d. Nomor SK PBPH : SK. 1157/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021 
e. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 
: 267.600 Hektar  di Kab. Mahulu Prov. Kaltim dan Kab. Malinau Prov. 

Kaltara 
f. Nomor S-PHL : 003.SPHL.017 
 Masa Berlaku : 6 Juli 2024 – 5 Juli 2030 
g. 
 
 
h. 

MR auditi untuk 
kegiatan audit 
 
SK. Penunjukan 

: 
 
 
: 

Ir. Uun Roudhotul Jannah 
Direktur  
 
104/SLJ-SMD/NFM/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 
Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan : Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

5 Juni 2026  Dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan : instansi 
kehutanan di daerah 
sebelum penilaian lapangan 

8 Juni 2026   Dilakukan secara off line di kantor instansi 
BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

8 Juni 2026  Dilakukan secara off line di kantor instansi 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik -  Tidak dilakukan konsultasi publik karena 
audit penilikan ke-1 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

9 – 13 Juni 
2026 

 Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk 
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan 
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan 
pertemuan penutupan, untuk 
menyampaikan hasil audit dan 
kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan 
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 
Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form 
F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL menggunakan 

Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai 
Lampiran 1.1 SK.9895 dan SE Dirjen 
PHL Nomor 2 tahun 2026 oleh auditor 
prasyarat (Sasmita), produksi (Rafael 
Satria HS), ekologi (Bayu satria 
Pramana) dan sosial (Wasis Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 
menggunakan Standar VLHH Kayu 
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh 
auditor VLHH Hulu (Bayu Satria 
Pramana) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, 
dicatat menggunakan checklist sesuai form 
F1-02.8 Rev.1 
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No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 
Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

5. Pertemuan koordinasi 
dengan : instansi 
kehutanan di daerah 
setelah penilaian lapangan 

15 Juni 2026  Dilakukan secara off line di kantor instansi 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak 
lanjutnya atas informasi yang disampaikan 
pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1 

15 Juni 2026  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak 
lanjutnya atas informasi yang disampaikan 
pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1 

 

4. HASIL AUDIT : 
4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. 
Indikator 
1.1 

: Kepastian kawasan pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 
1.1.1 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 
realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, dan 
BATB)  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen Legalitas Perusahaan :  

- Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Sumalindo Lestari Jaya berdasarkan Akta  Nomor  10  
tanggal  14  April  1980, dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H. 
Akta tersebut disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/303/16 
tanggal 16 Juni 1980. 

- Akta Nomor 05 tanggal 17 Januari 2013, dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Rismalena Kasri, 
SH. Akta tersebut berisi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 
Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang menyetujui  perubahan  nama Perseroan  yang semula 
bernama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi PT SLJ GLOBAL Tbk. Akta tersebut telah 
disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-25591.A.H.01.02 
Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 
Penjelasan atas perubahan nama perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi PT SLJ 
GLOBAL Tbk disampaikan oleh Direktur PT SLJ Global Tbk sesuai dengan Surat dengan Nomor 
006/SLJ/DIR/RG/JKT/2014 tanggal 21 januari 2014 kepada Menteri Kehutanan yang 
menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak mempengaruhi status unit manajemen hutan alam 
yang dikelolanya, yaitu IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II, IUPHHK-HA PT Sumalindo 
Lestari Jaya IV, IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya  V,  IUPHHK-HA  PT  Sumalindo  
Lestari  Jaya  Tbk,  IUPHHK-HA  PT  Karya  Wijaya Sukses, dan IUPHHK-HA PT Essam Timber. 
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- Akta Perubahan Terakhir No. 43 tanggal 24 Desember 2024 oleh Notaris Leolin 
Jayayanti,SH.,M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. 
AHU-AH.01.03-0227514 tanggal 24 Desember 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-
0282629.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 

- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT SLJ GLOBAL Tbk Nomor 8120117292881, perubahan ke – 4 
tanggal 2 Februari 2023 yang diterbitkan sistem OSS. 

-  NPWP No. 01.001.872.9-054.000 PT SLJ GLOBAL Tbk, Capital Place Lantai 28 Unit A, Jalan 
Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, 
DKI Jakarta 

 
Dokumen Administrasi Tata Batas :   
Realisasi Tata Batas Areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II sesuai dengan BA Hasil Pemeriksaan 
Pemetaan Batas Areal Kerja PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, Panjang ± 417.686,07 meter seluas 
± 239.976,69 ha tanggal 09 Oktober 2015 :  

Trayek 
Deskripsi Batas 

Areal Kerja 
Panjang 

Batas (m) 
Dasar Ketersediaan Dokumen 

A-B Batas dengan 
kawasan HL 
Batu Jumak dan 
Sungai Tabang 

20.812,25 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
BATB tanggal 15 
Sep 1997 

Tersedia   

B-C Batas 
persekutuan 
dengan areal 
kerja PT SLJ 

13.830,64 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No.14/IV-
LAP/1997) 

Tersedia Laporan TBT 
No.14/IV-LAP/1997 

C-D Batas sendiri 
dengan areal 
eks. HPH PT 
Rangga Kesuma 

7.910,37 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No.1155 
Tahun 1996) 

Tersedia Lap. TBT 
No.1155 Tahun 1996 

D-E Batas dengan 
enklave Desa 
Mahak Baru, 
Desa Long 
Lebusan, Desa 
Agung Baru dan 
Desa Data Baru 

79.362,14 Peta tata batas 
kawasan HPT/ 
Enclave Sungai 
Boh Tahun 2014 

Tidak tersedia 

E-F Batas sendiri 
dengan areal 
eks. HPH PT 
Rangga Kesuma 

50.813,35 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No.1155 
Tahun 1996) 

Tersedia Lap. TBT 
No.1155 Tahun 1996 

F-G Batas sendiri 
(dengan areal 
non IUPHHK) 

10.271,02 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No.14/IV-
LAP/1997) 

Tersedia Laporan TBT 
No.14/IV-LAP/1997 

G-H Batas 
persekutuan 
dengan areal 
kerja PT Dewata 
Wanatama 
Lestari 

47.927,37 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No. 905 
dan No. 907 tahun 
1994) 

Tersedia Lap. TBT No. 
907 tahun 1994 

H-I Batas dengan 
kawasan HL 
Bukit Payang 

38.619,90 Peta tata batas 
Kawasan HL Bukit 

Tersedia Laporan No. 
Lap.14A/SLJ-
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Payang tahun 
2013) 

GLOBAL/LD/SMD/IX/201
7 September 2017 

I-J Batas dengan 
APL 

3.737,99 Peta tata batas 
kawasan HPT timur 
Sungai Mahakam – 
Barat Bukit Payang 
tahun 2013 

Tidak tersedia 

J-K Batas sendiri 
(dengan areal 
non IUPHHK) 

13.820,86 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No. 486 
tahun 1991) 

Tersedia Laporan TBT 
No. 486 tahun 1991 

K-L Batas dengan 
APL 

8.710,11 Peta tata batas 
kawasan HPT 
Timur Sungai 
Mahakam – Barat 
Bukit Payang tahun 
2013 

Tidak tersedia 

L-M Batas 
persekutuan 
dengan areal 
Kerja PT Roda 
Mas Timber 
Kalimantan 

24.408,20 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No. 1246 
tahun 1997) 

Tersedia Laporan TBT 
No. 67/BPKH-IV-2/2013 
(rekonstruksi batas 
dengan areal PT Roda 
Mas Timber Kalimantan 
sesuai Lap. TBT No. 
1246 tahun 1997) 

M-N Batas sendiri 
(dengan areal 
non IUPHHK) 

20.597,60 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No. 1246 
tahun 1997 dan 
No. 936 tahun 
1994) 

Tersedia Laporan TBT 
No. 1246 tahun 1997 dan 
No. 936 tahun 1994 

N-O Batas 
persekutuan 
dengan areal 
Kerja PT Rimba 
Karya Rayatama 

55.828,88 Peta hasil tata 
batas (lampiran 
Lap. TBT No. 936 
tahun 1994 dan 
No. 1039 tahun 
1995) 

Tersedia Laporan TBT 
No. 936 tahun 1994 dan 
No. 1039 tahun 1995 

O-A Batas dengan 
APL 

18.294,59 Peta tata batas 
kawasan HPT Hulu 
Sungai Kayan – 
Long Nawang 
tahun 2014) 

Tidak tersedia 

P Batas dengan 
enklave Desa 
Long Top 

2.740,78 Peta tata batas 
kawasan HPT/ 
enklave Sungai 
Boh tahun 2014 

Tidak tersedia 

Jumlah 417.686, 05  

 

PT Sumalindo Lestari Jaya II secara keseluruhan telah dilaksanakan tata bata, baik itu mengikuti 
batas kawasan hutan maupun tata batas sendiri dan persekutuan.  

 Sesuai Surat PT Sumalindo Lestari Jaya II kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
Wilayah IV Samarinda No. 241/SLJ/NFM/SMD/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dimana 
perusahaan memohon surat tagihan biaya pengganti tata batas ke Negara dan permohonan 
pengukuhan hutan serta penetapan areal terhadap trayek :  
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D-E : Batas Enclave Desa MahakBaru, Long Lebusan, Agung Baru, dan Data Baru Panjang 
79.362,14 ha 
I-J : Batas dengan APL Sepanjang 3.737,99 meter  
K-L : Batas areal dengan APL Panjang 8.710,11 meter 
O-A :Batas Areal dengan APL Panjang 18.294,59 meter 
P : Batas desa Enclave Desa Long Top sepanjang 2.740,78 meter 

 Hasil telaah diketahui terdapat 5 (lima) trayek yang merupakan batas fungsi kawasan hutan 
(HPT/APL) telah dilakukan tata batas oleh pemerintah (BPKH) dengan total panjang 
±112.845,61 m (27%) dan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II berkewajiban melakukan 
rekonstruksi (ditata batas > 5 tahun), yakni tata batas areal pada Trayek D-E, I-J, K-L, O-A 
dan P.  Dengan demikian realisasi tata batas areal diluar trayek yang telah ditata batas oleh 
pemerintah (BPKH) adalah sepanjang ± 304.840,46 m (73%). 

 Surat No. S.819/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 :  
- PT Sumalindo Lestari Jaya II mendapatkan PBPH sesuai Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 seluas ± 267.600 ha. 
- Sesuai surat keputusan tersebut terdapat Sebagian batas areal kerja yang sekaligus 

merupakan batas luar kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas dengan 
menggunakan sumber dana APBN. 

- PT Sumalindo Lestari Jaya II agar melakukan penggantian tata batas 
- Sampai dengan saat ini tidak tersedia SK Penetapan Areal Kerja PT Sumalindo Lestari 

Jaya II. 
 

Dokumen Legalitas PBPH :  
- SK Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-IV/1986 tanggal 11 April 1986 jo SK Menteri Kehutanan  

Nomor 365/Kpts-II/1993 tanggal 17 Juli 1993 tentang Pemberian Izin IUPHHK-HA (d/h HPH) 
kepada PT Sumalindo Lestari Jaya II  

- SK Menteri Kehutanan Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan 
IUPHHK-HA kepada PT SLJ II atas Areal Hutan Produksi seluas ± 267.600 Ha, berlaku untuk 
jangka waktu 45 tahun dan berakhir pada tanggal 11 Apri 2051. 

- SK Menteri LHK Nomor SK.1157/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021 
tentang Perubahan SK Menteri Kehutanan Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, 
perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan alam. 
 

b. Verifier 
1.1.2 

: Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: - Realisasi Tata Batas sesuai RKUPH No. 6382 tahun 2024 tanggal 04 April 2024 sebagai berikut :  

No Uraian 

Total 

Panjang 

Batas  (m) 

% 
Sudah Ditata 

Batas  
% 

Belum 

Tata Batas 

(m) 

% 

1. Batas Sendiri        

- Hutan Lindung  69,703.17 16.69 69,703.17 16.69 - - 

- Hutan Produksi Terbatas  72,544.58 17.37 72,544.58 17.37 - - 

- Area Penggunaan Lain 

(APL) 

112,845.61 27.02 106,095.69 25.40 6,749.92 1,62 

2. Batas Persekutuan        
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- PT Dewata Wanatama 

Lestari 

47,927.02 11.47 47,927.02 11.47 - - 

- PT Rimba Karya Raya 

Taman  

76,426.48 18.30 76,426.48 18.30 - - 

- PT Roda Mas Timber  24,408.20 5.84 24,408.20 5.84 - - 

- PT Sumalindo Lestari 

Jaya Tbk 

13,830.64 3.31 13,830.64 3.31 - - 

Jumlah 417,685.70 100 410,935.78 98.38 6,749.92 1,62 

 
Penataan Batas PT Sumalindo Lestari Jaya II  berdasarkan hasil telaah diketahui terdapat 5 (lima) 
trayek yang merupakan batas fungsi kawasan hutan (HPT/APL) telah dilakukan tata batas oleh 
pemerintah (BPKH) dengan total panjang ±112.845,61 m (27%) dan PBPH PT Sumalindo Lestari 
Jaya II berkewajiban melakukan rekonstruksi (ditata batas > 5 tahun), yakni tata batas areal pada 
Trayek D-E, I-J, K-L, O-A dan P.  Dengan demikian realisasi tata batas areal diluar trayek yang 
telah ditata batas oleh pemerintah (BPKH) adalah sepanjang ± 304.840,46 m (73%). PT 
Sumalindo Lestari Jaya telah memohon surat tagihan biaya pengganti tata batas ke Negara dan 
permohonan pengukuhan hutan serta penetapan areal sesuai Surat kepada Kepala Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda No. 241/SLJ/NFM/SMD/VIII/2023 tanggal 02 
Agustus 2023 dan ditanggapi Surat No. S.819/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.2/10/2023 tanggal 24 
Oktober 2023 dimana perusahaan agar membayar penggantian biaya penataan batas, dan 
sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut terkait proses penggantian biaya tersebut. 

 
- PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas :  

Tahun Kegiatan Pemeliharan 

2024 Tidak dilaksanakan 

2025 BA Pemeliharaan Batas PBPH No. 14/FP-SLJ/LB/BA/VI/2025 tanggal 11 Juni 
2025. Kegiatan pemeliharaan batas dilaksanakan di KM 41,44, dan 51 di tanggal 
09 Juni 2025. Kegiatan pemeliharaan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan 

2026 BA pemeliharaan batas PBPH No. 11/FP-SLJ/LB/BA/V/2026 tanggal 22 Mei 
2026 dilakukan pemeliharaan batas di KM 42, 44 dan 51 di tanggal 20 Mei 2026. 
BA sosialisasi dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. 

 
- Hasil pengecekan tata batas : 

Pengecekan pal batas telah dilaksanakan dengan melakukan pengecekan lapangan di patok 
batas no. 9. Pengecekan patok batas sesuai BA Pemeliharaan Batas tidak dapat dilakukan 
dikarenakan jalan rusak dan tidak dapat diakses. 

 

Verifier 
1.1.3. 

: Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dalam areal PBPH/Hak 
Pengelolaan. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Fragmentasi areal terbangun tanpa izin di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II sebesar 0,004 % 
dari luasan areal konsesi 267.600 ha, dengan rincian sebagai berikut :  
 

No. Fragmentasi Luas (ha) Legalitas 

1. APL 14.858 √ 

2. PPKH (PLTA Batoq Kelo) 1.459 √ 
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3. TORA 1.722 √ 

4. Perladangan di KM 50 
dan KM 58  

9,5 - 

5. PPKH Non Tambang 
(Jalan Pedalaman Long 
Pipa ke Long Top) 

19,63  √ 

6. Lahan Kritis  
(jalan kanan kiri yang 
curam)  

Tidak ditemukan lahan kritis yang 
dimaksud 

- 

Jumlah terbangun tanpa izin 9,5  

Jumlah terbangun dengan izin 16.447,63  

 
Fragmentasi areal PT Sumalindo Lestari Jaya II sebesar 0,004 %, artinya fragmentasi di areal konsesi 
kecil presentasenya. 
 

d. Verifier 
1.1.4 

: Penguasaan Areal Kerja oleh PBPH HP 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Penggunaan lahan di areal konsesi PT Sumalindo Lestari Jaya II :  

No. Penggunaan lahan di areal konsesi Luas (ha) 

1 APL 14.858 

2 PPKH (PLTA Batoq Kelo) 1.459 

3 TORA 1.722 

4 Perladangan di KM 50 dan KM 58  9,5 

5 PPKH Non Tambang (Jalan Pedalaman Long Pipa dengan Long Top) 19,63 

6 Jalan yang menghubungkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (Desa 
Mahak Baru, Sungai Boh) dari KM 42 sampai KM 122 

84,73 

Total 16.165,86 

Jika luas tersebut dibandingkan dengan total luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) yang mencapai ± 267.600 hektar, maka rasio penguasaan areal kerja tercatat sebesar 
99,99 %.  

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: 
(18/21) x 100 % = 85,71 % (BAIK)   

 

2. 
Indikator 
1.2 

: Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 
1.2.1 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai 
dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki visi misi perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari 
Presiden Direktur tanggal 05 Januari 2026 

Visi Perusahaan :  

Menghubungkan hutan dengan dunia 
Misi Perusahaan  
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Menjadi pemimpin global dalam mengubah sumber daya dari hutan yang dikelola secara lestari 
menjadi produk ramah lingkungan yang membangun, memberdayakan dan menyokong masa depan 
berkelanjutan di mana hutan berkembang bersama umat manusia.  

PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan sosialisasi :  

Sasaran Sosialisasi 2024 2025 2026 

Karyawan  √ √ √ 

Mitra Kerjasama  Tidak tersedia mitra Kerjasama  

Kampung Batoq Kelo √ √ √ 

Desa Data Baru √ √ √ 

Kampung Long Bagun Ulu   √ √ √ 

Desa Agung Baru  √ √ √ 

Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak  √ √ √ 

Desa Long Lebusan √ - - 

Desa Long Top √ - - 

Keterangan :  
(√) telah dilaksanakan kegiatan soalisasi  (-) belum dilaksanakan kegiatan sosialiasi 

PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal, serta telah melakukan 
kegiatan sosialisasi hanya kepada karyawan dan desa binaan, namun sosialisasi kepada desa binaan 
belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumen BA 
sosialisasi, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.  

b. Verifier 
1.2.2 

: Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi visi misi dan tujuan perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya II sebagai berikut :  

No Misi Ketercapaian 

1 Menjadi pemimpin global dalam 
mengubah sumber daya dari hutan yang 
dikelola secara lestari menjadi produk 
ramah lingkungan yang membangun, 
memberdayakan dan menyokong masa 
depan berkelanjutan di mana hutan 
berkembang bersama umat manusia.  

 Aspek Prasyarat 73,33 % 
- Kegiatan penataan batas masih belum 

sampai pada tahap pengukuhan areal 
kerja  

- Kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan, 
kawasan lindung, dan RKTPH belum 
dilaksanakan pada desa Long Lebusan 
dan Long Top 

- Ketersediaan GANIS PH mencapai 80 %, 
namun kebutuhan GANIS PH BINHUT 
masih belum mencukupi  

- SK penetapan Karyawan belum tersedia 
- Peningkatan kompetensi SDM belum 

dilaksanakan secara menyeluruh sesuai 
simpul PHL 

- Penanggung jawab SIM Internal, SIM 
KLHK (SIPASHUT) belum tersedia. 

- Laporan SPI belum dilaksanakan 
menyeluruh sesuai simpul PHL  

 Aspek Produksi 77,78 %  
- Tidak ada realisasi produksi sejak tahun 

2023 sampai dengan saat ini dikarenakan 
difokuskan untuk perbaikan jalan 
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- Penggunaan data daya dukung 
pemanfaatan hutan belum didasarkan 
pada hasil pengukuran riap yang 
dilakukan di areal PBPH 

- Telah mengimplementasikan tahapan 
kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu, namun Sebagian implementasinya 
belum sesuai 

- Kemampuan finansial PBPH untuk 
membiayai kegiatan pemanfaatan hutan 
cukup baik, serta terdapat upaya untuk 
melakukan pembayaran pajak yang 
diwajibkan.  

 Aspek Ekologi 66,67 %  
- Sarana dan prasarana DALKARHUTLA 

masing kurang sesuai dengan ketentuan 
P32, dan personil security/wakar dan regu 
pemadam (RPK) masih kurang dari segi 
jumlah dan belum memiliki kualifikasi  

- Beberapa komponen fisik kimia belum 
optimal dilakukan dan belum secara rutin 
melakukan pemantauan. 

- Identifikasi flora belum dilaksanakan 
kegiatan identifikasi sesuai dengan 
prosedur yang dibuatnya 

- Pengelolaan flora dan fauna hanya 
sebagaian dilakukan sesuai SOP 

 Aspek sosial 73,33 %  
- SOP yang tersedia belum mengacu pada 

perundangan yang berlaku 
- Laporan pemetaan potensi konflik belum 

dilaporkan secara tertib, dimana kegiatan 
sosialiasi belum dilaksanakan kepada 
masyarakat desa binaan. 

- Prosedur terkait program  ekonomi, 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi produktif belum sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
belum mengakomodir aspirasi 
masyarakat 

- Kegiatan operasional di lapangan belum 
berjalan sebagaimana mestinya 

- Sosialisasi kepada masyarakat desa 
binaan belum dilakukan secara rutin 
setiap tahunnya 

Implementasi visi misi perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya II sebesar 72,78 % - SEDANG 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: ( 6/9 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 
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3. Indikator 
1.3 

: Organisasi Pengelolaan Hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan 
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 
pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 
1.3.1 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan 
yang lestari  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: - Struktur Organisasi PT Sumalindo Lestari Jaya II telah ditetapkan oleh Direktur Perusahaan 
tanggal 05 Januari 2026.  

- Hasil verifikasi baik melalui dokumen maupun wawancara bahwa Struktur Organisasi dan Job 
Description yang diberlakukan telah diimplementasikan dan personil yang ditempatkan sesuai, 
termasuk tidak ada kekosongan jabatan. Job Descripstion telah sesuai dengan struktur organisasi  
 

b. Verifier 
1.3.2 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah 
kehutanan, dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Daftar Karyawan Kehutanan di PT Sumalindo Lestari Jaya II D3 Kehutanan sebanyak 3 orang 
yang menjabat sebagai Site Manager, Senior Head Reforestation & SHE, Section Head 
Reforestation, S1 Kehutanan sebanyak 5 orang yang menjabat sebagai Section Head Forest 
Planning, Adm. Forest Planning, Senior Head Wood Administration, Senior Head Forest Planning 
dan Staff SFM. 

b. GANIS PH  
Kebutuhan dan Ketersediaan GANIS PH PT Sumalindo Lestari Jaya II sesuai RKUPH No. 6382 
tahun 2024 tanggal 04 April 2024 meliputi bidang :  

GANIS PH Rencana (Orang)  Realisasi (Orang)  Presentase (%) 

CANHUT  3 3 

80 %  

KURPET  1 1 

PKB  2 2 

NENHUT  3 3 

BINHUT  4 2 

JASLING  2 1 

Jumlah  15 12 

c. Terdapat GANIS PH CANHUT yang sementara dibekukan penugasannya dikarenakan hasil 
penilaian kinerja tidak layak (peringatan 3) selama 12 bulan. Selain itu terdapat GANIS PH PKB 
yang merangkap jabatan sebagai GANIS PH PKB di perusahaan lain serta terdapat GANIS PH 
yang tidak ditempat ketika dilaksanakan kegiatan audit. 

d. Kebutuhan GANIS PH BINHUT kurang 2 personil sehingga diperlukan penambahan personil.  

c. Verifier 
1.3.3 

: Peningkatan kompetensi SDM  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Peningkatan kompetensi SDM selama periode audit 2024 dan 2025 PT Sumalindo Lestari Jaya II :  

Tahun Rencana (Orang) Realisasi (Orang) Presentase (%) 

2024 85 87 102,36  

2025 31 28 90,32 

Rerata peningkatan kompetensi : 192,68/2 = 96,34 % 
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Peningkatan kompetensi SDM belum dilaksanakan secara menyeluruh pada simpul pengelolaan 
hutan lestari oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II seperti :Pelatihan/BIMTEK GANIS PH HHBK, 
Pelatihan/BIMTEK DALKARHUTLA dan SATPAMHUT, Pelatihan GANIS PH BINHUT, dimana 
kebutuhan personil 4 orang, namun hanya tersedia 2 personil GANIS PH.  
 

d. Verifier 
1.3.4 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai yang dimaksud pada verifier 1.3.2. seluruhnya merupakan 
tenaga tetap di PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dan telah terverifikasi :  
- Kartu GANIS PH  
- SK persetujuan GANIS PH melalui SIGANISHUT  
- SK Penempatan GANIS PH yang ditetapkan Direktur Perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya II 

melalui SIGANISHUT  
- Sertifikat Kompetensi GANIS PH  
- Penempatan personil GANIS PH pada struktur organisasi  
- Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS , fasilitas 

camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam 
peraturan perusahaan. 

- SK pengangkatan sebagai karyawan di PT Sumalindo Lestari Jaya II  
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

 
(17/21) x 100 % = 80,95 % (BAIK) 

 
4. Indikator 

1.4 
: Kepastian dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan 

Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 
(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
1.4.1 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1. PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen dan 
penanggung jawabnya dimana Sistem informasi manajemen dalam kondisi baik.  

2. Perangkat sistem manajemen perusahaan telah ditunjuk penanggung jawab nya sesuai dengan 
Surat Keputusan Direksi No. 003B/SLJ/SMD/I/2026 tanggal 05 Januari 2026, namun personil 
yang ditunjuk tidak berada di tempat pada saat kegiatan audit berlangsung.  
 

b. Verifier 
1.4.2 

: Keradaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya  

Bobot : 1 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1. PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki personil penanggung jawab SPI sebagai berikut :  

Ir. Uun Roudhotul Jannah  : Bidang Prasyarat  

Yundi Permadi Hakim  : Bidang Produksi dan VLHH  

Obet Nego Ranta : Ekologi  

Slamet  : Sosial 

Yang ditunjuk setiap tahunnya oleh Direktur Perusahaan berupa Surat Perintah Tugas. 
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2. Kegiatan internal audit (SPI) telah dilaksanakan selama periode audit di tahun 2024 dan tahun 
2025 meliputi aspek perencanaan hutan, produksi, pembinaan hutan & environment, bina desa, 
serta administrasi dan hukum.  

3. Kegiatan internal audit telah dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap simpul pengelolaan 
hutan lestari.  
 

c. Verifier 
1.4.3 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Terhadap laporan SPI tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah dilakukan oleh tim internal audit, 
tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi belum seluruhnya 
terlaksana pada setiap temuan.  

d. Verifier 
1.4.4 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan instansi 
lainnya serta kepatuhan pengisiannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah mengoperasikan SIM milik KLHK dan telah menunjuk operator 
pada masing – masing sistem sebagai berikut :  

SIM KLHK Operator & SK Ketertiban 

SIMPEL  Tersedia SK Operator Pelapora tertib  

SIPONGI  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  

SIPASHUT  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  

SIGANISHUT  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  

SIPUHH  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  

SIPNBP  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  

SIPATOK  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

 
(15/21) x 100% = 71,43 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 
1.5 

: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 
1.5.1 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 
proses dan diseminasi isi kandungannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat RKTPH selama periode audit secara self approval 
melalui SIPASHUT :  

Tahun RKTPH 

2024 No. 093/SLJ/DIR/AS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 

2025 No. 005/SLJ/DIR/AS/SMD/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 

2026 No. 003/SLJ/DIR/AS/SMD/IV/2026 tanggal 23 April 2026 

PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki desa binaan yaitu Desa Batog Kelo, Desa Data Baru, Desa 
Long Bagun Ulu, Desa Agung Baru, Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, dan 
Desa Long Top. PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan sosialisasi : 

Sasaran Sosialisasi 2024 2025 2026 

Kampung Batoq Kelo √ √ √ 
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Desa Data Baru √ √ √ 

Kampung Long Bagun Ulu   √ √ √ 

Desa Agung Baru  √ √ √ 

Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak  √ √ √ 

Desa Long Lebusan √ - - 

Desa Long Top √ - - 

Keterangan :  
(√) telah dilaksanakan kegiatan soalisasi  (-) belum dilaksanakan kegiatan sosialiasi 

PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal, serta telah melakukan 
kegiatan sosialisasi hanya kepada karyawan dan desa binaan, namun sosialisasi kepada desa binaan 
belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumen BA 
sosialisasi, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.  
 

b. Verifier 
1.5.2 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

:  PT Sumalindo Lestari Jaya II  menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Direksi No. 
065A/SLJ-LD/SMD/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, sebagai berikut :  

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (ha) 

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan   

 1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati   

 a) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah  600 

 b) Kawasan Konservasi Insitu  29.182 

 c) Kawasan Pelestarian Satwa Liar 300 

 2) Pemulihan Lingkungan   

 a) Hutan Lindung  1.035 

 b) Buffer Zone Hutan Lindung  3.733 

 c) Lereng E 31.180 

 d) Sempadan Sungai  1.377 

 e) Kebun Benih  472 

b. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon   

 a) Areal Sumber Daya Genetik  - 

 b) Petak Ukur Permanen  - 

Total 67.879 

PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki desa binaan yaitu Desa Batog Kelo, Desa Data Baru, Desa 
Long Bagun Ulu, Desa Agung Baru, Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, dan 
Desa Long Top. PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan sosialisasi : 

Sasaran Sosialisasi 2024 2025 2026 

Kampung Batoq Kelo √ √ √ 

Desa Data Baru √ √ √ 

Kampung Long Bagun Ulu   √ √ √ 

Desa Agung Baru  √ √ √ 

Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak  √ √ √ 

Desa Long Lebusan √ - - 

Desa Long Top √ - - 

Keterangan :  
(√) telah dilaksanakan kegiatan soalisasi  (-) belum dilaksanakan kegiatan sosialiasi 
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PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal, serta telah melakukan 
kegiatan sosialisasi hanya kepada karyawan dan desa binaan, namun sosialisasi kepada desa binaan 
belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumen BA 
sosialisasi, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.  
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

 
( 6/9 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 
berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH PBPH Periode 
2023 – 2032. Dokumen rencana jangka panjang telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta 
dan SK Pengesahannya, dengan informasi sebagai berikut : 

 Disetujui dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 6382 Tahun 2024 tentang Persetujuan RKUPH PBPH Periode Tahun 
2023 – 2032 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya II di Provinsi Kalimantan Utara dan 
Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 April 2024 oleh a.n. Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 
Agus Justianto. 

 Jenis kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa : 
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) 
- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa pemulihan lingkungan, perlindungan 

keanekaragaman hayati dan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (PAK) di lapangan (blok RKT) dengan 
dokumen rencana jangka panjang selama periode audit sebagai berikut : 

Tahun  

RKU PAK di Lapangan Kesesuaian 

Luas Posisi Luas Posisi 
Luas (%) Posisi 

Ha Blok Ha Blok 

2024 1.974 XII 1.974 XII 100 % Sesuai 

2025 2.078 XIII 2.078 XIII 100 % Sesuai 

2026 2.088 XIV 2.088 XIV 100 % Sesuai 

Rata-rata 100 % Sesuai 
 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Penandaan batas Blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT OTP telah dilakukan pada setiap 
Blok RKT berupa pemasangan plang RKT, pemasangan patok / identitas petak dan 
pembuatan polet batas RKT dan Petak pada tegakan. Berdasarkan hasil observasi pada Blok 
RKT Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa tanda batas Blok dan petak pada Blok RKT 
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.  
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d. Verifier 2.1.4 : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) 
Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di 
dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan 
penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan) 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Multiusaha Kehutanan yang tercantum dalam RKUPH PT SLJ II Periode 2023 - 2032 
meliputi : 
a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) 
b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  
c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa pemulihan lingkungan, perlindungan 

keanekaragaman hayati dan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon  
Sesuai rencana pemanfaatan hutan dalam RKUPH, PT SLJ II merencanakan kegiatan usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Sampai 
dengan saat ini (Juni 2026), PT SLJ II telah memiliki dokumen yang memuat rencana aksi 
mitigasi perubahan iklim berupa Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Malinau Heritage 
Project (MHP) yang mencakup ± 600 ribu Ha kawasan hutan di tiga konsesi hutan yang 
dikelola oleh PT SLJ Global TBk meliputi PT Sumalindo Lestari Jaya II, PT Sumalindo Lestari 
Jaya Tbk dan PT Essam Timber. Dokumen MHP saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh 
Tim Penyusun yang terdiri dari PT SLJ Global Tbk, PT Essam Timber dan project developer 
a.n PT Pelindung Alam Nusantara.  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: (14 / 15) x 100 % = 93,33 % = BAIK 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) 
yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit (2024 s.d 2026) PT SLJ II telah memiliki data potensi untuk usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkannya berdasarkan : Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) untuk periode tahun 2023 – 2032 dan Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) pada Blok RKT tahun 2024, 2025 dan 2026 
Kegiatan ITSP dilakukan dengan intensitas sampling 100 % sesuai ketentuan, dan telah 
dilengkapi dengan peta sebaran pohon pada setiap petak kerja dan telah memuat informasi 
nomor pohon, kode jenis pohon, jalur ITSP, status pohon inti, pohon tebang dan pohon 
dilindungi 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan target produksi tahunan yang ditetapkan, rencana produksi kayu tumbuh alami 
ditetapkan berdasarkan data standing stock yang mencerminkan kemampuan daya dukung 
sumber daya hutan yang dikelola dengan asumsi riap tegakan yang digunakan sebesar 1,749 
m3/ha/tahun (angka riap berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan). 
Asumsi riap tersebut belum didasarkan pada hasil pengukuran riap pada Petak Ukur 
Permanen (PUP) di areal PT SLJ II sehingga penggunaan asumsi riap tersebut belum 
mencerminkan riap yang sebenarnya 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: (7 / 9) x 100 % = 77,78 % = SEDANG 
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3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 
hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II merencanakan usaha pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu 
menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI). Tersedia lengkap SOP 
pada setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tetapi terdapat 1 (satu) SOP yang isinya 
sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu SOP pengadaan bibit dimana 
belum mengatur ketentuan terkait tata waktu Bibit Siap Tanam (BST) dan perlakuannya 
apabila BST tidak segera ditanam 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II hanya melakukan usaha pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu 
tumbuh alami dengan menggunakan sistem silvkultur TPTI, namun demikian sebagian 
implementasinya belum sesuai prosedur / prinsip sistem silvikultur TPTI yaitu :  
- PWH : Pemeliharaan jalan belum dilaksanakan secara optimal 
- Pemanenan : PT SLJ II saat ini belum memiliki personel regu produksi maupun sarana 

prasarana termasuk alat berat yang lengkap dengan kondisi yang baik untuk 
mendukung kegiatan produksi. 

- Pengadaan Bibit : Kegiatan pemeliharaan bibit maupun sarana prasarana persemaian 
belum dilaksanakan secara optimal, sebagian bibit siap tanam tidak segera dilakukan 
penanaman 

- Perlindungan Hutan : Tersedia 2 (dua) regu dalkarhutla namun belum mengikuti 
pelatihan dari instansi yang berwenang serrta sarana prasarana dalkarhutla belum 
mencukupi sesuai ketentuan 

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin 
kelestarian hutan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Meskipun tidak terdapat rencana maupun realisasi penanaman TPTI selama periode tahun 
2024 dan 2025, PT SLJ II tetap memiliki kewajiban penanaman dalam rangka pemulihan 
lingkungan sesuai RKUPH Periode 2023 – 2032. Pencapaian realisasi penanaman pemulihan 
lingkungan selama periode 2024 – 2025 adalah sebagai berikut : 

Tahun Rencana (Ha) Realisasi 
(Ha) 

Keterangan 

2024 8 2 Bekas Perladangan Km 93 

3 Bekas Perladangan Km 58 

3 Bekas Demplot & Tpn Km 83 

2025 8 5 Penanaman Kakija Km 83 – 93  

3 Sempadan Sungai Bakung & Belaban 

TOTAL 16 16 Pencapaian 100 % 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: (12 / 15) x 100 % = 80,00 % = SEDANG  

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan 
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Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II telah memiliki prosedur perapan teknologi ramah lingkungan berupa SOP 
Reduce Impact Logging (RIL) dengan No. Dokumen LOG-02/P-06-05 Rev. 5 tanggal 2 Mei 
2023. SOP RIL seluruhnya telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya pada Lampiran XIV terkait 
pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kesesuaian implementasi kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu khususnya pada 
RKTPH Tahun 2026 dengan penerapan teknologi ramah lingkungan adalah sebagai berikut : 

No. Tahapan Implementasi penerapan teknologi ramah 
lingkungan 

Kesesuaian 

1. Perencanaan 
Penebangan   

Telah dibuat peta sebaran pohon dan peta rencana 
produksi pada setiap petak kerja yang akan 
dilakukan penebangan 

Sesuai 

Telah dilakukan penandaan batas Blok RKT 2026 
dan Petak yang akan dikerjakan 

Sesuai 

Terdapat barcode pada pohon yang akan ditebang 
dan label pada pohon inti 

Sesuai 

2. Pelaksanaan 
Penebangan 

Belum ada implementasi Tidak Sesuai 

3. Pasca 
Penebangan 

Belum ada implementasi Tidak Sesuai 

 

c. Verifier 2.4.3 : Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam  
kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PT SLJ II tidak / belum melaksanakan realisasi kegiatan produksi. Pada 
tahun 2024 dan 2025 PT SLJ II tidak merencakan produksi karena sesuai RKUPH Periode tahun 
2023 – 2032, pada tahun 2023 s.d 2025 kegiatan difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan. 
Berdasarkan RKTPH yang diterbitkan, PT SLJ II pada tahun 2026 merencanakan kegiatan 
pemanfaatan kayu tumbuh alami, namun demikian sampai dengan saat ini (Juni 2026) belum 
terdapat kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga pada blok RKT 2024, 2025 maupun 2026 
tidak terdapat kerusakan tegakan tinggal terjadi akibat kegiatan penebangan / pemanfaatan 
hutan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

: (13 /15) x 100 % = 86,67 % = BAIK 

 

5. Indikator 2.5 : Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi produksi barang atau 
jasa yang menjamin usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT SLJ II telah menerbitkan dokumen RKT setiap tahunnya. Seluruh 
RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan Peta RKT 

b) Pada tahun 2024 dan 2025 PT SLJ II menerbitkan RKTPH namun tidak merencanakan  
kegiatan produksi karena kegiatan difokuskan pada pemeliharaan jalan, hal ini telah 
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sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 
dimana kegiatan produksi direncanakan mulai di laksanakan pada tahun 2026 

c) RKTPH tahun 2026 diterbitkan dengan rencana pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan 
hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dan disusun dengan mempertimbangkan hasil 
inventarisasi di lapangan dan target volume yang diberikan sesuai SK RKUPH Periode 
2023 – 2032. 

d) Dokumen RKT selama periode audit adalah sebagai berikut :  

RKT  Surat Keputusan Rencana Produksi 

2024 Keputusan Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II 
No. 093/SLJ/DIR/AS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang 
Persetujuan RKTPH Tahun 2024 

Tidak ada rencana 

2025 Keputusan Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II 
No. 005/SLJ/DIR/AS/SMD/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025 

Tidak ada rencana 

2026 Keputusan Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II 
No. 003/SLJ/DIR/AS/SMD/IV/2026 tanggal 23 April 2026 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2026 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT SLJ II telah membuat peta rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Peta dibuat oleh 
personil Ganis PH Perencanaan Hutan dan disahkan oleh Presiden Direktur Perusahaan 

b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT SLJ II juga dilengkapi dengan peta 
kerja, sebagai contoh :   

- Peta Penataan Areal Kerja (PAK) Blok URKT 2026 dengan skala 1 : 25.000 
- Peta Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Blok URKT 2026 dengan skala 1 : 25.000 
- Peta Sebaran Pohon ITSP Petak AA-11 Blok URKT 2026 dengan skala 1 : 1.000 
- Peta Rencana Pemanenan Petak Z-9 Blok URKT 2026 dengan skal 1 : 3.000 
- Peta Sebaran HHBK (Rotan) dengan skala 1 : 450.000 

Berdasarkan telaah terhadap peta-peta di atas, batas-batas peta kerja yang dibuat PT SLJ II 
telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang 
dilindungi seperti kawasan lindung Sempadan Sungai dan Lereng E 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Penandaan batas Blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT SLJ II telah dilakukan pada setiap 
Blok RKT berupa pemasangan plang RKT, pemasangan patok / identitas petak dan pembuatan 
polet batas RKT dan Petak pada tegakan. Penandaan juga telah dibuat pada kawasan lindung 
seperti Kawasan Lindung Sempadan Sungai Bakung pada blok RKT 2026, telah dilakukan 
penandaan berupa pemasangan plang sempadan sungai dan telah dibuat penandaan batas 
sempadan sungai berupa polet plus (+) warna kuning pada pohon, kawasan lindung Lereng E 
pada Blok RKT 2025 dan 2026 telah dilakukan penandaan berupa pemasangan plang Lereng 
E dan telah dibuat penandaan batas kawasan lindung berupa polet plus (+) warna kuning pada 
pohon 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2024 dan 2025 PT SLJ II menerbitkan RKTPH namun tidak merencanakan  
kegiatan produksi karena kegiatan difokuskan pada pemeliharaan jalan, hal ini telah sesuai 
dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 dimana 
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kegiatan produksi direncanakan mulai di laksanakan pada tahun 2026, sehingga tidak dapat 
dilakukan penilaian capaian kinerja produksi untuk periode tahun 2024 dan 2025. 
Berdasarkan RKTPH yang diterbitkan, PT SLJ II pada tahun 2026 merencanakan kegiatan 
pemanfaatan kayu tumbuh alami, namun demikian sampai dengan saat ini (Juni 2026) belum 
terdapat kegiatan produksi yang dilakukan sehingga capaian kinerja produksi untuk perode 
tahun berjalan terhitung mulai Januari sampai dengan pelaksanaan audit lapangan adalah 0 %. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: (14 / 18 ) x 100 % = 77,78 % = SEDANG 

 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi 
untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak 
sesuai peraturan perundang-undangan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan 
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kantor 
akuntan publik untuk periode Tahun 2023 – 2025 berupa laporan keuangan konsilidasian PT 
SLJ Global Tbk dan entitas anaknya (Grup) 
Seluruh Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan selama 
periode Tahun 2023 - 2025 adalah wajar dengan parameter : Solvabilitas < 150 %, Sebagian 
Liquiditas < 150 %,  dan Profitabilitas Negatif 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 
2024 s.d 2025 yang dibuat oleh Personel Finance Perusahaan dan telah diketahui oleh 
Direktur Perusahaan.  Rata-rata alokasi dana selama periode tahun 2024 s.d 2025 untuk 
seluruh bidang kegiatan diberikan secara proposional, perbedaan ≤ 20 %  

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited 
tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil 
RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Rata-rata realisasi alokasi dana tahun 2024 s.d 2025 berdasarkan RKAP yang disusun 
meliputi kegiatan penataan areal kerja, ITSP, operasional, penanaman & pemeliharaan 
tanaman, perlindungan & pengamanan hutan, kelola sosial masyarakat, penelitian & 
pengembangan serta sertifikasi mencukupi 100,15 % atau ≥ 80 % dari kebutuhan 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan selama periode tahun 2024 s.d 2025 
mencapai 100,46 %, namun demikian tingginya capaian pendanaan tersebut didominasi oleh 
kegiatan perencanaan dan operasional rutin perusahaan sementara output kegiatan 
pemanfaatan hutan (produksi) pada periode tersebut tidak menunjukkan tingkat pencapaian 
yang sama, sehingga disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 
kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan output kegiatan pemanfaatan hutannya 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Rata – rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode tahun 2024 
s.d 2025 mencapai ≥ 80 %, namun demikian berdasarkan observasi di lapangan terdapat 
beberapa implementasi kinerja terkait pembinaan hutan dan perlindungan hutan yang masih 
belum optimal seperti : kondisi bibit dan sarana prasarana persemaian yang kurang terawat, 
belum adanya personel yang memiliki sertifikat dalkarhutla serta minimnya sarpras 
dalkarhutla yang dimiliki perusahaan 

f. Verifier 2.6.6 : Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang 
membidangi keuangan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SLJ II memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kantor 
akuntan publik untuk periode Tahun 2023 – 2025 berupa laporan keuangan konsilidasian PT 
SLJ Global Tbk dan entitas anaknya (Grup). 
Kemampuan finansial PT SLJ II terkait kewajiban membayar pajak sesuai peraturan selama 
periode audit ditunjukkan dengan status pembayaran pajak yang telah disetor / dilaporkan 
sebagai berikut : 
a) Pajak Bumi Bangunan (PBB)  

PT SLJ II belum melakukan pembayaran PBB periode tahun 2023 s.d 2025 
b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan  

Sesuai laporan keuangan terakhir (tahun 2025) dari Kantor Akuntan Publik, terdapat 
utang pajak PT SLJ Global Tbk dan entitas anaknya (Grup) meliputi PPh Pasal 4 (2), 
Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23/26. Berdasarkan rekap pembayaran 
kewajiban kepada negara oleh PT SLJ II, sebagian PPh Pasal 23 telah dilakukan 
pembayaran selama periode audit. 

Berdasarkan verifikasi dokumen, PT SLJ Global Tbk telah melakukan upaya terkait kewajiban 
pajak yang dimiliki dengan mengajukan permohonan angsuran utang pajak kepada Kantor 
Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai surat No. 026/SLJ/DIR/BUN/JKT/2026 
tanggal 7 April 2026 meliputi kewajiban pajak PBB, PPh dan PPN Dalam Negeri, sehingga 
disimpulkan bahwa PT SLJ II telah membayar sebagian pajak dan melakukan upaya 
pembayaran sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi keuangan  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: (23 / 30) x 100 % = 76,67 % = SEDANG 

 
 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 
3.1 

: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 
 

a. Verifier 
3.1.1 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi 
hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH 
sesuai Surat Wakil Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 065A/SLJ-LD/SMD/V/2024 tanggal 6 
Mei 2024, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. KPPN 600 
2. Kawasan Konservasi Insitu 29.182 
3. KPSL 300 
4. Hutan Lindung 1.035 
5. Buffer Zone Hutan Lindung 3.733 
6. Lereng E 31.180 
7. Sempadan Sungai 1.377 
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8. Kebun Benih 472 
 Total 67.879 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 2024 Periode 

2023 - 2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 6382 tahun 
2024 tanggal 4 April 2024 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 6382 tahun 2024 tanggal 
4 April 2024. 

c) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 
2018 untuk cakupan luas 267.600 Ha yang disusun oleh PT Meganesia Tirta Foresta. 
 

b. Verifier 
3.1.2 

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1) Pada periode audit Penilikan Ke-1, realisasi penataan batas kawasan lindung s.d Mei 2026 yaitu tercapai 
93,39 km (92,55%) dari total rencana 100,91 km. 

2) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan batas kawasan 
dilindungi, yaitu dijumpai tanda batas, diantaranya : 
- Sempadan Sungai Bakung yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2026, yang penandaanya 

berupa plang dan cat kuning polet ( + ) pada pohon sepanjang jalur batas; 
- Lereng E yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2026, yang penandaanya berupa plang dan cat 

kuning polet ( + ) pada pohon sepanjang jalur batas. 
3) Diverifikasi teknis penandaan batas kawasan lindung di lapangan sudah sesuai prosedur. 

 
c. Verifier 

3.1.3 
: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2024 
Periode 2023 – 2032 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2025, kondisi penutupan kawasan lindung 
yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 67.426 ha 
(99,33%) dari total luas kawasan lindung 67.879 ha. 

b) Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat kondisi non hutan yaitu 
belukar dan semak dengan total luas 221 hektar (0,33%), namun demikian PT SLJ II belum memiliki 
perencanaan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut.. 

d. Verifier 
3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not 

Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Jenis tanah di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II termasuk dalam jenis tanah mineral (Aluvial, Kambisol, 
Podsolik, Latosol, Litosol, dan Komplek Litosol dan Kambiosol Distrik) serta tidak terdapat atau 0% (nol persen) 
yang merupakan jenis tanah Gambut / Organosol. 

e. Verifier 
3.1.5 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2024 
Periode 2023 – 2032 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2025 diverifikasi kondisi penutupan lahan 
kawasan lindung PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat kondisi non hutan yaitu belukar dan semak dengan 
total luas 221 hektar (0,33%) terdiri dari Sempadan sungai diantaranya tutupan lahan berupa belukar luas 
142 ha & semak 30 ha dan KKI tutupan lahan berupa semak luas 49 ha. Adapun lokasi tutupan non hutan 
pada kawasan lindung tersebut potensi adanya aktifitas dan/ atau bekas aktifitas perladangan yang 
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dilakukan oleh masyarakat sekitar, namun demikian PT SLJ II belum melakukan identifikasi dan/ atau ground 
check atas tutupan non hutan tersebut. 

b) Hasil observasi lapangan dijumpai pondok penambang emas ilegal yang masih aktif dan berada di Km 82 
(dekat batas konsesi PBPH PT SLJ II). Berdasarkan informasi dari Edduar Sandi selaku PIC Ekologi aktifitas 
penambangan emas ilegal tersebut berada di sungai boh yang berada di luar konsesi PBPH yang jaraknya 
tidak jauh dari konsesi PBPH PT SLJ II. Dengan demikian masih adanya potensi gangguan aktifitas yang 
tidak sesuai dengan ketentuan di kawasan lindung. 

c) PT Sumalindo Lestari Jaya II melakukan sosialisasi kawasan lindung pada tahun 2025 dan 2026 pada Desa/ 
Kampung binaan, namun belum dilakukan pada seluruh Desa/ Kampung binaan. 

f. Verifier 
3.1.6 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam 
RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode audit implementasi kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung sudah dilakukan sebagian 
sesuai dengan kewajiban yang tercantum pada RKPUH Tahun 2024 periode Tahun 2023 – 2032. 

b) PT SLJ II telah membuat & menyampaikan pelaporan RKL dan RPL periode Semesteran (Semester I & II 
tahun 2024 dan Semester I & II tahun 2025) secara online melalui SIMPEL dan telah sesuai dengan tata 
waktunya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (18 / 21) x 100% = 85,71% (BAIK) 

 

2. Indikator 
3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 
 

a. Verifier 
3.2.1 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan 
hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan 
lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

No Jenis Gangguan Hutan Prosedur 

1.  Perambahan Kawasan, 
perladangan 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-
04/P-06-03, Revisi : 4, Tanggal 8 Januari 2024. 

Prosedur ini mengatur terkait penyediaan SDM dan sarpras perlindungan 
hutan dan mekanisme penanggulangan secara rinci terhadap potensi 
gangguan perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah 
pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat, illegal logging, 
tanah terbuka akibat pengelolaan hutan, gangguan terhadap flora fauna 
habitat & ekosistem hutan, gangguan ternak, hama & penyakit, daya-
daya alam, kebakaran hutan dan penambangan emas liar. 

Prosedur telah mengacu ke PermenLHK No. 8 tahun 2021. Namun 
demikian prosedur belum mencantumkan referensi acuan teknis terkini 
sesuai regulasi, seperti PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kehutanan. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, 
illegal logging 

3.  Perburuan flora dan 
fauna 

4.  Perlindungan hewan 
ternak 

5.  Hama penyakit 

6.  Pencegahan dan 
pemadaman kebakaran, 
Kebakaran Hutan 

7.  Penambangan Emas Liar 

8.  Daya-daya alam 
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b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, prosedur yang dibuat belum mengacu kepada 
pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 
 

b. Verifier 
3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT 
Sumalindo Lestari Jaya II, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana 
Prasarana 

Jumlah Lokasi Ket 

1 
 

Perambahan 
Kawasan 
  

Plang 
Perambahan 
Hutan 
Mengganggu 
Fungsi 
Daerah 
Resapan Air 

1 Km 147 
 

Dipasang di Lereng E 

  Plang 
Dilarang 
Berladang Di 
Areal 
Konsesi PT 
SLJ II 

4 Km 58, 69, 93, 95 

 

           

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal Logging 

Plang 
Jagalah 
Kelestarian 
Hutan 
dengan 
Tidak 
Melakukan 
Illegal 
Logging 

1 Km 147 

 

Plang Illegal 
Logging 
Melanggar 
Hukum 

1 Km 147 

 

Plang Stop 
Illegal 
Logging 
sama 
dengan Stop 
Bencana 
Alam 

1 Km 109,147 

 

Plang 
Dilarang 
Mengambil 
Madu,Buah 
dan Hasil 
Hutan Bukan 
Kayu dengan 
Cara 
Menebang 

1 Km 132 

 

Plang 
Dilarang 
Menebang 

2 Km 134,147 
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Pohon Jenis 
yang 
dilindungi 
Plang 
Hijaukan 
Kembali 
Hutan Untuk 
Masa Depan 
Bumi Kita 

1 Km 104 

 

Plang 
Manusia 
Cerdas Ialah 
Manusia 
yang 
Menjaga 
Hutan 

1 Km 147 

 

           

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang Cegah 
Kebakaran 
Hutan 
Dengan 
Tidak 
Membuang 
Putung 
Rokok di 
Hutan 

3 Km 83, 147, 122 

 

Plang 
Membakar 
Hutan Sama 
Halnya 
Dengan 
Membakar 
Generasi 
Masa Depan 

3 Km 83, 147, 109 

 

Sarana 
prasarana 
dalkarhutla 

1  

Tersedia sarpras dalkarhula, 
sebagaimana yang 
diwajibkan sesuai ketentuan 
PermenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, 
namun jenis dan jumlahnya 
masih kurang 

Mobil Tanki 1 Base Camp Km 83 Kondisi rusak 

Plang FDR 1 Base Camp Km 83  

Posko 
Dalkarhutla 

0 - 
Tidak Ada 

Embung Air 6 
Km 147, 130, 122, 110, 
93, 58 

 

Pos Security 3 Km 83, 122, 174 
Km 174 tidak ada petugas 
yang berjaga/ akses jalan 
rusak 

Menara Api 1 Km 152  

      

4 Perburuan 
Flora dan 
Fauna 

Plang 
Perdagangan 
Satwa Liar 
Stop Biarkan 
Kami Bebas 

2 Km 122, 138 
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Plang Satwa 
Liar Adalah 
Bagian Dari 
Ekosistem 

2 Km 109,147 

 

Plang 
Banner 
Lintasan 
Satwa dan 
Larangan 
Perburuan 
Satwa Liar 

9 
Km 83, 128, 
127,126,125,124,122,147 

 

      

5 
Penambangan 
Emas Tanpa 
Izin 

Plang/ Baliho 
Himbauan 
Dilarang 
Menambang 
Emas 
Didalam 
Areal PT SLJ 
II 

3 Km 83, 122, 124 

 

      

6 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida   Tidak digunakan 

Insektisida   Tidak digunakan 

Fungisida   Tidak digunakan 

Pupuk 0  Tidak Ada 

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel 

diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi 
berfungsi dengan baik. 
 

c. Verifier 
3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II saat ini, terdiri 
dari : 

No. 
Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 
Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam Kebakaran 3 regu (45 
personil) 

2 regu (20 
personil) 

0 

2. Security 44 2 0 

 
b) Jumlah personel (RPK dan security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas 

kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan 

hutan), dinilai kurang. 
d) PT Sumalindo Lestari Jaya II belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 8 

Desa/ Kampung Binaan. 
e) PT Sumalindo Lestari Jaya II sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan 

perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan 
memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV dan lainnya dalam kegiatan 
pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan. 
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d. Verifier 
3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit data Fragmentasi areal PBPH PT SLJ II yaitu sebagi berikut : 

No. Fragmentasi Luas (Ha) Legalitas 

1. PPKH PLTA Batoq Kelo an. PT Tujuan Mulia Makmur 1.459,00 √ 

2. PPKH Jalan Perbatasan dan Pedalaman Kab. 
Malinau 

19,63 √ 

3. PPTK (TORA) 1.722,00 √ 

4. Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan Adat, HTR) - - 

5. APL 14.858,00 √ 

6. Sawit/ Perkebunan - - 

7. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, Jalan, 
Kebun Masyarakat) 

9,50 X 

8. Pemukiman - - 

 Total 18.068,13  

 Fragmentasi terbangun tanpa izin 9,50  

 Fragmentasi terbangun dengan izin 18.058,63  

 
Berdasarkan data perhitungan fragmentasi PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II diperoleh data total luas 
fragmentasi tanpa izin seluas 9,50 hektar. Fragmentasi terbangun tanpa izin berisi diantaranya sawit/perkebunan 
dan konflik tenurial/ areal lainnya yang merupakan gangguan-gangguan di dalam areal PBPH. Dengan demikian 
gangguan yang terjadi di dalam areal PBPH PT SLJ II yaitu 9,50 hektar (0,004%) atau <25% dari total luas 267.600 
hektar. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (11 / 15) x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 

3. Indikator 
3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 
 

a. Verifier 
3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait 
penanganan dampak fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan 
hutannya, meliputi : 

No 
Jenis Pengelolaan dan/ atau 

Pemantauan Fisik Kimia serta 
Pengelolaan Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 
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1. Iklim Mikro (CH, suhu, dan 
kelembaban udara) 

SOP Pengukuran Curah Hujan. Nomor Dokumen: LOG-05/P-
04-01, Revisi : 1, Tanggal Efektif: 2 Maret 2015. 

SOP Penentuan Tingkat Bahaya Kebakaran/ Fire Danger Rating 
(FDR). Nomor Dokumen: LOG-07/P-15-00, Tanggal Efektif: 4 
Januari 2021. 

2. Erosi Tanah, Laju Erosi SOP Pengukuran Erosi dan Sedimentasi. Nomor Dokumen : 
LOG-05/P-05-05, Revisi : 5, Tanggal Efektif : 10 Agustus 2017. 

3. Debit Air SOP Pemantauan Air Sungai. Nomor Dokumen : LOG-05/P-06-
07, Revisi : 7, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021. 

4. Kualitas Air 

5. Sedimentasi Sungai 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 SOP Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
Nomor Dokumen: LOG-05/P-07-03, Revisi : 3, Tanggal Efektif: 
6 Desember 2021. 

Prosedur belum mengacu : 

- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

- Permenlhk No. 9 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah 
yang mengandung B3 dan Limbah B3 

2. Pengelolaan limbah domestik SOP Standar dan Parameter Pengelolaan Sampah Organik & 
Anorganik. Nomor Dokumen: LOG-07/P-12-00, Tanggal Efektif: 
15 Juli 2019. 

Prosedur belum mengacu : 

- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

- Permenlhk No. 19 tahun 2021 tentang tata cara 
pengelolaan limbah non B3 

 
b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

1) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKL Tahun 1994 dan RPL Tahun 
1994. 

2) telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
3) Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan SOP. 

b. Verifier 
3.3.2 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1) Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II dinilai sebagian lengkap dan yang 
belum optimal dan/atau belum tersedia  yaitu sebagai berikut : 
4) Bangunan TPS Limbah B3 belum optimal (belum sesuai standar); 
5) Belum memiliki izin TPS Limbah B3 dan Mou dengan pihak ketiga untuk proses pengangkutan limbah 

B3; 
6) TPA Sampah baru dibuat 1 lubang, belum dibuat untuk 2 lubang (organik dn an organik) 

2) PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki 2 (dua) personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia, yaitu GANISPH Binhut atas nama Dian 
Setiawati dengan No. Register : 03220002666 dan Slamet dengan No. Register : 03230014469. Jumlah 
GANISPH Binhut dinilai belum proporsional untuk areal PBPH seluas 267.600 hektar. 

3) Selain itu untuk SDM pengelolaan Limbah B3, PT Sumalindo Lestari Jaya II belum memiliki SDM yang 
berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 
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c. Verifier 
3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II, namun demikian tidak mengurangi 
dampak lingkungan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8 / 12) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 

4. Indikator 
3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), 
terancam punah (threatened) dan endemik 
 

a. Verifier 
3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : 

a. SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Vegetasi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-08, Revisi : 8, 
Tanggal Efektif: 6 Januari 2021. 

b. SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-06, Revisi : 6, 
Tanggal Efektif: 5 Januari 2026. 

Prosedur telah mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi. 

b. Verifier 
3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 
di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH baru sebagian dilakukan 
sesuai dengan prosedur. 

c. Verifier 
3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, dilengkapi 
peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi PT Sumalindo 
Lestari Jaya II belum sepenuhnya sesuai prosedur. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (11 / 15) x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 

5. Indikator 
3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan 

yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam 

punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
a. Verifier 

3.5.1 
: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : 
a. SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan vegetasi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-07, Revisi : 7, 

Tanggal Efektif: 6 Januari 2021. 
b. SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-05, Revisi : 5, 

Tanggal Efektif: 5 Januari 2023. 

Prosedur telah mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi. 

b. Verifier 
3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna, namun belum 
optimal dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

2) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo 
Lestari Jaya II, dan dilengkapi peta kerjanya. 

3) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Sumalindo Lestari Jaya II belum sepenuhnya mengacu pada 
ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia; 
2. Belum diikutsertakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa liar. 

c. Verifier 
3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat diketahui 
dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan 
satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal dll. 
- Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Sumalindo Lestari Jaya II telah 

memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung, dilakukan secara periodik setiap tahunnya sesuai 
dengan Blok RKT berjalan; 

- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 67.879 Hektar, terdiri dari 1) Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah (KPPN) luas 600 Hektar; 2) Kawasan Konservasi Insitu luas 29.182 Hektar; 3) Kawasan 
Perlindungan Satwa Liar (KPSL) luas 300 Hektar; 4) Hutan Lindung luas 1.035 Hektar; 5) Buffer Zone 
Hutan Lindung luas 3.733 Hektar; 6) Lereng E luas 31.180 Hektar; 7) Sempadan Sungai luas 1.377 
Hektar dan 8) Kebun Benih (KB) luas 472 Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan 1) dilarang merambah hutan/ berladang di areal konsesi; 2) 
dilarang melakukan illegal logging; 3) dilarang membakar hutan; 4) dilarang berburu satwa liar; 4) 
dilarang Menambang Emas di dalam areal. 

b) Selain itu berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa 
Batoq Kelo dan Desa Dumu Mahak diperoleh informasi yaitu masyarakat masih melakukan aktifitas 
perburuan di dalam areal PBPH PT SLJ II dan hasil buruan yang didapat umumnya seperti monyet dan 
kijang. Diverifikasi hasil buruan kijang termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan PerMenLHK Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. 

c) Dengan demikian kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH PT SLJ II masih terdapat potensi gangguan 
disebabkan masih adanya aktifitas perburuan yang dilakukan di dalam areal PBPH PT SLJ II. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (11 / 15) x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 
D. Aspek SOSIAL 
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1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II  memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja 
termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 
1. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-07-00) rev.1 Tanggal 15 Juni 

2026 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Obetnego Ranta dan disetujui oleh 
Uun Roudhotul Jannah 

2. SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-06-00) rev.1 Tanggal 
15 Juni 2026 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Obetnego Ranta dan disetujui 
oleh Uun Roudhotul Jannah 

3. SOP Penataan Batas Partisipatf (LOG-06/P-04-00) rev.1 Tanggal 15 Juni 2026 
yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Obetnego Ranta dan disetujui oleh Uun 
Roudhotul Jannah 

 
Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang 
lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen. Prosedur 
tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat 
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam 
areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.   
 
PBPH PT SLJ II memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat / masyarakat setempat dan dileniasi serta penandaan batas 
wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat setempat secara partisipatif, yang  
lengkap dan telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan 
perundangan yang berlaku. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
adat/masyarakat setempat, serta memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
tertuang dalam : 
a) Peta Sebaran Desa PT SLJ II skala 1 : 450.000, dalam peta tersebut terdapat 

informasi terkait desa-desa yang ada di dalam dan disekitar areal PT SLJ II 
b) Peta Perladangan Masyarakat PT SLJ II skala 1 : 450.000, pada peta tersebut 

terdapat informasi lokasi ladang masyarakat di areal PT SLJ II 
c) Peta Sebaran Situs Budaya PT SLJ II skala 1 : 450.000, terdapat informasi situs 

budaya yang dilindungi di areal PT SLJ II 
d) Peta Sebaran HHBK (Rotan) PT SLJ II skala 1 : 450.000, terdapat informasi lokasi 

rotan dan pohon ulin yang dilindungi oleh masyarakat sekitar di areal PT SLJ II 
e) Peta Lokasi Kemitraan Konsesi Hutan PT SLJ II skala 1 : 40.000, terdapat informasi 

lokasi kemitraan PT SLJ II dengan Gapoktanhut Mahak Dumu (seluas 949 ha) 
f) Data perladangan dilengkapi dengan peta perladangan skala 1: 25.000. 

Perladangan tahun 2026 tersisa seluas 9,5 Ha dengan jumlah peladang 3 orang di 
KM 50, KM 58,dan KM 93 

g) Pemantauan Aktivitas Masyarakat di areal PT SLJ II Tahun 2025 dan semester I 
tahun 2026, terdapat informasi aktivitas masyarakat sekitar di areal PT SLJ II 
(berladang, berburu, cari emas, dll) 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 32 dari 57 
 

h) Dokumen RKUPH PT Sumalindo Lestari Jaya II periode tahun 2023 - 2032 
berdasarkan SK 6382 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rencana kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-
2032 tanggal 4 April 2024 

PBPH PT SLJ II telah melakukan identifikasi hak-hak dan penguasaan SDA/SDH oleh 
masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, aktivitas masyarakat yang masih 
berlangsung di areal PT SLJ II meliputi : perladangan, kawasan yang dilindungi oleh 
masyarakat (kawasan rotan dan ulin), situs budaya, areal kemitraan, dan areal lainnya. 
 
PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen yang berisi data dan informasi 
hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, dan telah sesuai dengan prosedur yang mengacu pada 
pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II  sudah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas pada 
areal PBPH PT SLJ II yang dikuasai masyarakat dan kelompok masyarakat, dan PT SLJ 
II telah dilakukan delinasi di peta dan penandaan batas di lapangan meliputi : 

1) Berita Acara Kesepakatan Tata Batas wilayah kampung Batoq Kelo dan Long 
Bagun Ulu dibuat di Long Bagun pada tanggal 31 Mei 2015 yang ditandatangani  
oleh Petinggi/Kepala kampung Batoq Kelo dan Petinggi Kampung Long Bagun Ulu. 
Batas areal yang disepakati yaitu dari Muara Sungai Ayoh mudik sebelah kiri masuk 
wilayah Kampung Batuq Kelo sedang sebelah kanan mudik masuk wilayah 
Kampung Long Bagun Ulu. Pada bulan Juli 2014 telah dilakukan penandaan batas 
antara kedua kampung tersebut yaitu di Sungai Ayoh (Main Road Km 50), atau 
100 % 

2) Batas wilayah kampung Batoq Kelo dan Desa Mahak Baru sudah disepakati yang 
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administratif Kampung 
Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat (pada saat itu belum 
ada pemekaran kabupaten) dengan Desa Mahak Baru, Dumu Mahak dan Long Top 
Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau tanggal 31 Januari 2004. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Batoq Kelo dan Petinggi Kampung 
Mahak Baru, batas antar kedua kampung masih sama sesuai kesepakatan dan 
tidak ada permasalahan karena berupa batas alam Sungai Boh, Sungai Uga dan 
Sungai Anah yang keberadaannya masih jelas di lapangan, atau 100 % 

3) Berita Acara Kegiatan Penataan Batas Partisipatif Desa Dumu Mahak dan Mahak 
Baru dengan PT  Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan Berita Acara Penataan Batas 
Partisipatif Desa Long Lebusan dengan PT Sumalindo Lestari Jaya II tanggal 4 April 
2011, atau 100 % 

4) Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor 024/Pem-Des/KSB-
LT/X/2023 Nomor 057/Desa-LB/LSB/X/2023 tanggal 22 Oktober 2023 antara Desa 
Long Top dan Long Lebusan, atau 100 % 

5) Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor 208/Kades-AB/KSB-
LT/X/2023 Nomor 67/KD-DB/KSB/Xi\I/2023 tanggal 22 Oktober 2023 antara Desa 
Agung Baru dan Data Baru, atau 100 % 

6) Areal penggunaan lain (APL) di dalam areal perusahaan dimana belum dilakukan 
penetapan, atau 0 % 

Rata - rata hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
sebesar  (100 + 100 +100+100+ 100 + 0 )/6 x 100 % = 83,33 %. 
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PBPH PT SLJ II telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap areal klaim atau 
dilindungi oleh masyarakat sekitar yang ada di arealnya, dan telah melakukan  
penandaan batas secara partisipatif di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: ( 12 /12 ) x 100 % =  100 % (BAIK) 

 
 
2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 

yang sistematis dan terukur 
a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode Penilikan ke-1 (tahun 2026), PT SLJ II memiliki dokumen/laporan 
pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya meliputi : 

1. Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT SLI II Semester I & 2 tahun 2024 PT SLJ II, 
dengan nilai score rata-rata < 36 % (kategori AMAN), terdapat bukti penyampaian 
ke instansi berwenang (Dishut Prov. Kaltim). 

2. Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II tahun 2025 PT SLJ II, dengan nilai 
score rata-rata < 36 % (kategori AMAN), terdapat bukti penyampaian ke instansi 
berwenang (Dishut Prov. Kaltim tanggal 23 Januari 2026). 

3. Laporan Analisa Pemetaan Potensi Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 
2025, dalam Laporan Analisa Pemetaan Potensi Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya 
II Tahun 2025, terdapat bekas perladangan di dalam areal. Upaya yang telah 
dilakukan antara lain pendekatan dan pemasangan larangan berladang di lokasi 
sehingga areal perladangan telah berkurang dan karena akses jalan yang rusak, 
dan Tahun 2026 areal perladangan yang terletak di KM 93, KM 69, KM 58 seluas 
9,5 Ha, hasil observasi lapangan ladang yang ada sudah ditinggalkan pemiliknya 
atau sudah tidak aktif. 

PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menyusun dokumen Laporan Pemetaan Potensi 
Konflik Tahun 2024 & 2025, status konflik pada periode tahun tersebut di tingkat PBPH 
dengan score < 36 % atau AMAN, dan laporan telah disampaikan kepada instansi 
berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHL XIII). 

Potensi konflik yang teridentifikasi yaitu : perambahan tanaman pangan, penebangan liar, 
pemukiman penduduk, pengambilan HHBK dan perburuan liar yang dilakukan oleh 
masyarakat 8 (delapan) kampung/desa  dan sekitarnya. 

PBPH PT SLJ II  telah membuat Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik (sesuai 
PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), sesuai tata waktunya (setiap semester), serta 
telah melaporkan kepada instansi berwenang. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada di arealnya 
tertuang dalam : 

1. SOP Resolusi Konflik dengan nomor dokumen : LOG-06/P-02-03 (rev.3) tanggal 
tanggal 23 Maret 2023, dibuat oleh Slamet diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah 
dan disetujui oleh Rudy Gunawan (Direktur) 

Prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap 
mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur dan 
dokumen. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP Resolusi Konflik telah 
mengakomodir P.8 Tahun 2021 Lampiran V. 
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Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, 
termasuk kegiatan penambangan liar. Prosedur telah disosialisasikan kepada perwakilan 
masyarakat 6 (enam) kampung/desa yang tertuang pada : 

a) Berita Acara Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 2024 kepada masyarakat 
Kampung Long Bagun Ulu (06/SLJII/CD/II/2024) dihadiri 15 orang tanggal 5 
Februari 2024. 

b) Berita Acara Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 2024 kepada masyarakat 
Kampung Data Baru (31/SLJII/CD/II/2024) dihadiri 10 orang tanggal 29 
Februari 2024. 

c) Berita Acara Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 2024 kepada masyarakat 
Kampung Batoq Kelo (07/SLJII/CD/II/2024) dihadiri 20 orang tanggal 3 
Februari 2024. 

d) Berita Acara Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 2024 kepada masyarakat 
Kampung Agung Baru (23/SLJII/CD/II/2024) dihadiri 20 orang tanggal 27 
Februari 2024. 

e) Berita Acara Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 2024 kepada masyarakat 
Kampung Desa Mamahak Baru dan Desa Dumu  (09/SLJII/CD/I/2024) dihadiri 
24 orang tanggal 13 Januari 2024 

Perusahaan telah memiliki SOP Resolusi Konflik sesuai dengan peraturan terbaru dan 
telah disosialisasikan ke 6 desa Binaan dari 8 Desa Binaan dimana Desa yang belum di 
sosialisasikan Desa Long Top dan Desa Lebusan, sehingga mekanisme ini belum 
seluruhnya disepakati para pihak. 

PBPH PT SLJ II memiliki mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat, telah 
mengakomodir potensi konflik yang ada di arealnya, namun belum disosialisasikan 
keseluruh desa binaannya. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 
Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas khusus menangani 
konflik tertuang : 

a) Dokumen : LOG-06/P-02-01 tanggal 23 Maret 2023, berdasarkan struktur organisasi 
tersebut Ketua Tim Resolusi Konflik di tingkat Base Camp adalah Site Manager 
dibantu oleh 4 (empat) satgas dan 1 (satu) sekretaris serta mengikutsertakan para 
pihak antara lain : Kepala Desa, Kepala Adat dan Muspika Setempat. 

b) Personal yang bertanggung jawab tertuang pada Struktur Organisasi Tim Resolusi 
Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya II tanggal 6 Januari 2026, sebagai berikut : 
 Direktur                  : Uun Roudhotul Jannah 
a) Pengawas PHL  :  Nurma Susanti 
b) Ketua Tim  :  Basri Kube (Site Manager 
c) Sekretaris  :  Heronima SL 
d) Satgas Komunikasi  :  Paulus Pawe 
e) Satgas Investigasi  :  Edduard Sandi 
f) Satgas Pemulihan  :  Fransiskus X Pak 
g) Satgas Penyelamatan :  Misnanto 

Dalam struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 
dengan jelas dan telah melibatkan para pihak sesuai dengan kewenanganannya 

Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT Sumalindo Lestari Jaya II telah 
menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Penangganan Konflik  tahun 2025 sebesar 
Rp. 645.112.000 dan tahun 2026 sebesar Rp 698.459.000 ,-  

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi  selama ini apabila 
terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan 
musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Tokoh Adat dan Aparat 
setempat, serta PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menyiapkan anggaran penanganan 
konflik yang dibuat setiap tahun 
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PBPH PT SLJ II memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik yang 
melibatkan para pihak, serta PT SLJ II telah menyiapkan anggaran untuk penyelesaian 
konflik setiap tahun yang dirinci sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki rencana penanganan konflik yang 
tertuang pada data perencanaan resolusi konflik sesuai potensi konflik yang terjadi, yaitu 
perambahan ladang tanaman pangan, illegal logging, pemungutan HHBK dan perburuan 
satwa liar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya Pemasangan papan himbauan 
dan informasi, Patroli, penyuluhan dan kegiatan kemasyarakatan. 

Rencana Penanganan Konflik PT SLJ II Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut : 
1. Tahun 2024 rencana penanganan konflik, sebesar Rp.645.112.000,- (kegiatan 

pemasangan papan himbauan, Patroli, Sosialisasi) dan Identifikasi & Pemetaan 
potensi konflik. 

2. Tahun 2025 rencana penanganan konflik, sebesar Rp.698.459.000,- (kegiatan 
pemasangan papan himbauan, Patroli, Sosialisasi) dan Identifikasi & Pemetaan 
potensi konflik. 
 

PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat rencana penanganan potensi konflik 
yang terjadi mencakup : uraian kegiatannya, jumlah fisik dan anggaran biaya, namun 
demikian proses perencanaan belum menjelaskan terkait mekanisme kerja, waktu 
pelaksanaannya, PIC dan targetnya. 

PBPH PT SLJ II  telah melakukan identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya, dan 
PT SLJ II telah menyusun rencana resolusi konflik yang berdasarkan hasil pemetaan 
konflik yang sudah dimasukan dalam dokumen RKUPH, namun demikian proses 
perencanaan belum menjelaskan mekanisme kerja, waktu pelaksanaannya, PIC  
dan targetnya serta masih disusun secara internal (belum melibatkan para pihak). 
 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, telah melakukan penanganan konflik terhadap 
potensi konflik adanya perambahan ladang untuk tanaman pangan, Illegal Logging, 
pemungutan HHBK dan perburuan satwa liar.  Upaya-upaya penanganan konflik untuk 
perambahan lahan yaitu melalui kegiatan pemasangan papan himbauan, patroli dan 
sosialisasi/penyuluhan. 
Upaya penanganan kegiatan ilegal Logging melalui patroli, sosialisasi, himbauan dan 
penegakan hukum.  Sedangkan potensi konflik pemungutan HHBK dan perburuan satwa, 
diupayakan melalui kegiatan identifikasi, patroli dan sosialisasi/himbauan.   
 
Pada periode tahun 2024-2025 rata-rata realisasi penanganan konflik baru mencapai 
52,47 %, namun bukti pelaksanaan belum terdokumentasi dengan baik dan tidak 
tersedia bukti pelaporan ke dinas terkait. 
 
PBPH PT SLJ II menyusun laporan terkait realisasi pelaksanaan penanganan konflik dan 
menyampaikan kepada instansi yang berwenang, namun baru sebagian. 

f Verifier 4.2.6 : Legalitas kemitraan konsesi hutan 
 Bobot : 2 

 NILAI : BAIK 

 Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT SLJ II  telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 
berdasarkan SK 6382 Tahun 2024, yang didalamnya terdapat rencana kegiatan Multi 
Usaha Kehutanan (MUK) dengan program antara lain :  

a) Pemanfaatan HHBK berupa Budidaya Rotan   
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b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan keanekaragaman hayati 
c) Penyerapan/ penyimpanan karbon. 

 
PBPH PT SLJ II telah melakukan Kesepakatan Kemitraan Konsesi dengan Gabungan 
Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) “Mahak Dumu” dengan Naskah Kesepakatan 
Kerjasama Kemitraan Konsesi Nomor : 027/SLJ/DIR/URJ/JKT/2026 dan Nomor : 
04/GPNHUT-MD/IV/2026 tanggal 22 April 2026, yang diketahui oleh Kepala UPTD KPH 
Malinau dan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltara.  
Progres terakhir NKK tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan c.q. Dirjen 
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada tanggal 11 Mei 2026 (ada bukti tanda terima 
tanggal 13 Mei 2026), untuk mendapat pengesahan. 
Hasil wawancara dengan Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Hutan ( Bpk. Yahuda 
Njuk via Telepon tanggal 11 Juni 2026 pukul 13.30 wita), beliau (Bpk Yahuda) 
membenarkan terkait kerjasama kemitraan konsesi tersebut di desa Dumu Mahak dan 
Mahak Baru Kec. Sungai Boh, dengan luas kemitraan ± 949 ha dengan jenis usaha 
Pengembangan Ekowisata dan Agroforestry dan anggota Gapoktan ada 90 KK. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: ( 23 / 27 ) x 100 %  = 85,18 % (BAIK) 

 
3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 

antar para pihak 
a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT SLJ 
II meliputi : 
a) Peta Sebaran Desa PT SLJ II skala 1 : 450.000, dalam peta tersebut terdapat 

informasi terkait desa-desa yang ada di dalam dan disekitar areal PT SLJ II 
b) Peta Perladangan Masyarakat PT SLJ II skala 1 : 450.000, pada peta tersebut 

terdapat informasi lokasi ladang masyarakat di areal PT SLJ II 
c) Peta Sebaran Situs Budaya PT SLJ II skala 1 : 450.000, terdapat informasi situs 

budaya yang dilindungi di areal PT SLJ II 
d) Peta Sebaran HHBK (Rotan) PT SLJ II, terdapat informasi lokasi rotan dan pohon 

ulin yang dilindungi oleh masyarakat sekitar 
e) Peta Lokasi Kemitraan Konsesi Hutan PT SLJ II skala 1 : 40.000, terdapat informasi 

lokasi kemitraan PT SLJ II dengan Gapoktanhut Mahak Dumu (seluas ± 949 ha) 
f) Data perladangan dilengkapi dengan peta perladangan skala 1: 25.000. 

Perladangan tahun 2024 tersisa seluas 4 Ha dengan jumlah peladang 3 orang di 
KM 93, KM 69, KM 58 

g) Dokumen Laporan Kajian NKT 5 & 6 PT SLJ II dan Laporan Kajian Dampak Sosial 
PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2016, namun belum dilakukan update data. 
Untuk Profil Desa belum seluruhnya update. 

h) Laporan Kajian Dampak Sosial PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2016, 
namun belum dilakukan update data. Untuk Profil Desa belum seluruhnya 
update seperti Batoq Kelo tahun 2018. 

i) Pemantauan Aktivitas Masyarakat di areal PT SLJ II Tahun 2025 dan semester I 
Tahun 2026, terdapat informasi aktivitas masayarakat sekitar di areal PT SLJ II. 

j) BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025 (tersedia sesuai kegiatannya) 
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k) Jumlah karyawan Lokal PT Sumalindo Lestari Jaya II pada periode tahun 2025-
2026 rata-rata 43,85 % 

l) Dokumen RKUPH PT Sumalindo Lestari Jaya II periode tahun 2023 - 2032 
berdasarkan SK 6382 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rencana kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-
2032 tanggal 4 April 2024 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa, PT SLJ II telah memiliki data dan informasi 
masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh. Sebagian data belum 
diperbaharui sesuai prosedur diantaranya data masyarakat yang memanfaatkan HHBK, 
dan kajian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar areal PT 
SLJ II. 

PBPH PT SLJ II memiliki sebagian dokumen / data  dan informasi masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan sebagian dokumen belum di perbaharui. 
 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi 
masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-02) Tanggal 23 Maret 2023 yang dibuat oleh 
Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui oleh Rudy Gunawan. 

2. SOP Dana Kompensasi Kepada Masyarakat (LOG-06/P-08-00) Tanggal 25 Maret 
2015 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui 
oleh Rudy Gunawan. 

3. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-09-01) Tanggal 23 Maret 2023 
yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui oleh 
Rudy Gunawan 

4. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-07-00) rev.1 Tanggal 15 Juni 
2026 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Obetnego Ranta dan disetujui oleh 
Uun Roudhotul Jannah 

5. SOP Seleksi dan Rekrutmen (HRD-01/P-01-00) tanggal 1 Desember 2014 

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap 
mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur dan 
dokumen. 

Implementasi prosedur tertuang dalam : Kesepakatan dengan masyarakat tersedia 
beberapa perjanjian kerjasama dengan masyarakat seperti menyangkut kegiatan 
perakitan kayu, pembayaran fee, yang telah berlangsung dan sudah ditunaikan sesuai 
kesepakatan, akan tetapi pada beberapa tahun terakhir PT SLJ II tidak beroperasi 
otomatis kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat juga tidak 
terealisasi. 

PBPH PT SLJ II memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat sebagian telah disosialisasikan kepada masyarakat 
setempat, namun prosedur yang terkait dengan program-program ekonomi lainnya 
belum secara jelas diketahui oleh masyarakat, serta beberapa SOP terbit tahun 2014 
dan 2015, serta belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang 
dalam : 

1) Dokumen RKUPH PT Sumalindo Lestari Jaya II periode tahun 2023 - 2032 
berdasarkan SK 6382 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rencana kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-
2032 tanggal 4 April 2024 

2) RKTPH  PT Sumalindo Lestari Jaya IITahun 2024; 2025 dan 2026, diterbitkan 
secara self approval. 

3) Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)  PT SLJ II 
Tahun 2025  dan 2026 

4) Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) PT SLJ II dengan Gapoktan “Mahak Dumu” 
Kec. Sungai Boh yang telah ditandatangani pada 22 April 2026 (saat ini masih 
proses pengesahan di Kementrian Kehutanan) 

Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan diatas yaitu : 

a) Tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (RKU) dan dokumen perencanaan 
tahunan  (RKT dan RO PMDH/Kelola Sosial).  

b) Perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT Tahun 2024-2026 telah sesuai 
dengan dokumen RO PMDH/Kelola Sosial. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada periode audit, menyatakan 
bahwa belum ada perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang disepakati bersama 
yang mengakomodir aspirasi masyarakat, terdapat NKK antara PT SLJ III dengan 
Gapoktanhut, namun masih dalam proses pengesahan). 

PBPH PT SLJ II memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT SLJ II telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas ekonomi 
produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
a) Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024- 2025, rata- 

rata sebesar 100 % (kegiatan berupa pemanfaatan tenaga survey) 
b) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT SLJ II Tahun 2025 - 2026. 

 Tahun 2025 karyawan lokal sebesar 52,00 % (ada 26 orang dari 50 karyawan) 
 Tahun 2026 karyawan lokal sebesar 35,71 % (ada 10 orang dari 28 karyawan)       

Rata -rata sebesar 43,85 % 
c) Kerjasama kemitraan dengan Masyarakat belum ada, atau sebesar 0 % 
Sehingga implementasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar oleh PT SLJ II 
sebesar : 
                         ( 100 + 43,85 + 0) % : 3 = 47,95 % ( < 50 %) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH oleh PT SLJ II mencapai 
47,35 % ( < 50%) dari rencana. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, 
diperoleh informasi belum ada kegiatan ekonomi produktif yang 
dikembangkan oleh PT SLJ II (NKK masih tahap proses pengesahan). 
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Hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial, menyampaikan bahwa 
pelaporan yang tertuang pada laporan kelola sosial pada kegiatan peningkatan 
ekonomi, merupakan pemanfaatan tenaga kerja untuk survey, sedangkan 
anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi belum ada terkait 
kegiatan ekonomi produktif secara berkelajutan yang dikembangkan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 ( 10 / 15 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 
4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 
a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II  memiliki sebagian dokumen/laporan hasil 
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan meliputi :  

 Pembayaran Fee Kompensasi produksi kayu sesuai dengan wilayah desanya 
(saat ini tidak ada operasional) 

 Perbaikan Prasarana desa sekitar areal, bantuan pembangunan tempat ibadah 
seperti gereja, masjid/mushola dan sarpras desa lainnya (sesuai kondisi keuangan 
Perusahaan) 

 Perbaikan jalan/jembatan menuju desa sekitar, perbaikan jalan dengan alat berat 
(Perusahaan tidak ada alat berat)  

 Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari Masyarakat (sekedarnya). 

Program tanggung jawab sosial & lingkungan yang telah dilakukan prosesnya 
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 
komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, kepada masyarakat desa binaan. Kondisi terakhir 
pada periode audit Penilikan ke-1 PT SLJ II tidak ada kegiatan operasional di lapangan, 
maka terkait kegiatan tanggung jawab sosial menyesuaikan dengan kondisi yang ada, 
sementara program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan berdasarkan proposal 
dari masyarakat sekitar dan batuan hanya disesuaikan dengan kondisi Perusahaan). 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar (Kampung Batoq Kelo dan Desa 
Dumu Mahak), pada kondisi normal program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT 
SLJ II berjalan sesuai yang disepakati, akan tetapi pada beberapa tahun terakhir 
program tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada operasional di 
lapangan. 

Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat 
sekitar diperoleh informasi, PBPH PT SLJ II telah memiliki hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya 
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 
komunikasi/konsultasi/ koordinasi, akan tetapi pada beberapa tahun terakhir program 
tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak ada kegiatan operasional di 
lapangan. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT SLJ II memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas 
sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan 
didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 
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1) Dokumen RKUPH PT Sumalindo Lestari Jaya II periode tahun 2023 - 2032 
berdasarkan SK 6382 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rencana kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-
2032 tanggal 4 April 2024,, dalam dokumen tersebut terdapat rencana operasional 
perusahaan selama 10 tahun dan telah merencanakan program Multi Usaha 
Kehutanan (MUK) 

2) RKTPH  PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2024; 2025 dan 2026, diterbitkan 
secara self approval. 

3) Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)  PT SLJ II 
Tahun 2025  dan 2026 

4) Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) PT SLJ II dengan Gapoktan Mahak Dumu 
Kec. Sungai Boh yang telah ditandatangani pada 22 April 2026 (saat ini masih 
proses pengesahan di Kementrian Kehutanan) 

Hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan tersebut disimpulkan : 
a. Telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (RKU) dan perencanaan 

tahunan (RKT dan RO PMDH), dimana program prioritas telah seluruhnya 
diakomodir dalam aspek peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi 
pedesaan (fee produksi), aspek sosial budaya (beasiswa) dan aspek sarana 
prasarana umum (perbaikan jalan dan jembatan). 

b. Sasaran program yang tertuang pada dokumen RKT dan RO PMDH sudah jelas 
yaitu 8 (delapan) kampung binaan 

 

PBPH PT SLJ II memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana 
PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, akan tetapi pada beberapa tahun 
terakhir tidak ada operasional di lapangan maka kegiatan tersebut tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT SLJ II memiliki mekanisme terkait 
implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 
 
1. SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-02) Tanggal 23 Maret 2023 yang dibuat oleh 

Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui oleh Rudy Gunawan. 

2. SOP Dana Kompensasi Kepada Masyarakat (LOG-06/P-08-00) Tanggal 25 Maret 
2015 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui 
oleh Rudy Gunawan. 

3. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-09-01) Tanggal 23 Maret 2023 
yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Uun Roudhotul Jannah dan disetujui oleh 
Rudy Gunawan 

4. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-07-00) rev.1 Tanggal 15 Juni 
2026 yang dibuat oleh Slamet, diperiksa oleh Obetnego Ranta dan disetujui oleh 
Uun Roudhotul Jannah. 

 
Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang 
lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen pendukung yang 
diperlukan. 
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PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program 
prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwewenang. 
 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT SLJ II telah melakukan kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar tertuang dalam : 

1) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2025 kepada masyarakat Kampung 
Batoq Kelo (10/SLJII/CD/II/2025) tanggal 3 Maret 2025 (peserta 27 orang). 

2) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2025 kepada masyarakat Kampung 
Long Bagun Ulu (10/SLJII/CD/II/2025) tanggal 21 Maret 2025 (peserta 23 orang). 

3) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2025 kepada masyarakat Kampung 
Data Baru (10/SLJII/CD/III/2025), tanggal 26 Maret 2025 (peserta 28 orang) 

4) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2025 kepada masyarakat Desa 
Agung Baru (10/SLJII/CD/VIII/2025) tanggal 4 Agustus 2025 (peserta 28 orang). 

5) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2025 kepada masyarakat Desa 
Mamahak Baru dan Desa Dumu  (01/SLJII/CD/I/2025) tanggal 26 Maret 2025 
(peserta 30 orang) 

6) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2026 kepada masyarakat Kampung 
Batoq Kelo (10/SLJII/CD/I/2026) tanggal 10 Januari 2026 (peserta 28 orang). 

7) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2026 kepada masyarakat Desa 
Agung Baru (10/SLJII/CD/VIII/2026) tanggal 4 Februari 2026 (peserta 28 orang) 

8) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2026 kepada masyarakat Kampung 
Data Baru (10/SLJII/CD/III/2026), tanggal 7 Maret 2026 (peserta 28 orang) 

9) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2026 kepada masyarakat Kampung 
Long Bagun Ulu (01/SLJII/CD/III/2026) tanggal 21 Maret 2026 (peserta 23 orang) 

10) Berita Acara Sosialisasi Program CSR Tahun 2026 kepada masyarakat Desa 
Mamahak Baru dan Desa Dumu  (09/SLJII/CD/IV/2026) tanggal 22 April 2026 
(peserta 27 orang) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT SLJ 
II telah melakukan sosialisasi kegiatan operasionalnya, akan tetapi sosialisasi tidak 
dilakukan secara rutin setiap tahun kepada seluruh desa binaannya. 

PBPH PT SLJ II telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait 
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia sebagian bukti 
proses sosialisasi. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT SLJ II memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2024 - 2025 
sebagai berikut : 
a. Realisasi Kelola Sosial PT SLJ II Tahun 2024, sebesar Rp. 352.265.000,- dari 

rencana Rp. 415.765.000,- (atau 84,73 %) 
b. Realisasi Kelola Sosial PT SLJ II Tahun 2025, sebesar Rp. 250.862.000,- dari 

rencana Rp. 279.112.000,- (atau 89,88 %) 
Rata-rata realisasi kelola sosial sebesar 87,30 % 

Realisasi kegiatan kelola sosial PT SLJ II tahun 2024 – 2025 (berdasarkan laporan 
PMDH) meliputi :  
1. Peningkatan ekonomi berupa penerimaan tenaga dari masyarakat lokal 
2. Perbaikan Jembatan/jalan 
3. Bantuan BBM (solar) untuk listrik 
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4. Bantuan hari besar keagamaan/adat, kegiatan olah raga & kesenian dan 
pendidikan 

 
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT SLJ II tahun 2024 – 2025, rata-rata sebesar  
87,30 % dari rencana, namun kegiatan tanggung jawab sosial masih belum maksimal 
dan belum ada realisasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif yang berkelanjutan 
seperti kerjasama kemitraan (masih proses) dan kerjasama dengan koperasi desa, serta 
bukti serah terima kegiatan hanya didukung sebagian. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 (17 / 24 ) x 100 % = 70,83 % (SEDANG) 

 
5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 
a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap karyawannya 
dan implementasinya tertuang dalam :  

a) PT SLJ Global Tbk memiliki PKB Periode 2021- 2023 yang telah disahkan oleh 
Disnakertrans Prov. Kaltim, No. KEP.560/2327/B.PHI & JAMSOSTEK/2021  tanggal 
29 Juni 2021 berlaku sampai 27 Juni 2023 

b) Perjanjian Kerja Bersama ini telah diperpanjang sesuai dengan Keputusan Kepala 
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
KEP.500.15.12.1/3086/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tentang Pendaftaran 
Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT SLJ Global Tbk 2023-2024 
dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia 
tanggal 4 Juli 2023 dan berlaku hingga 27 Juni 2024. 
 Terdapat Perjanjian Bersama No. 122/PB/FB-SG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 

tentang Kesepakatan Pemberlakuan PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2021-
2023 dan Perpanjangan sampai proses Perundingan PKB 2024-2026 berakhir 
(sampai 26 Juni 2025). 

 Terdapat Perjanjian Bersama No. 065/PB/FB-SG/VI/2024 tanggal 11 Juni 2025 
tentang Kesepakatan Pemberlakuan PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2021-
2023 dan Perpanjangan sampai proses Perundingan PKB 2024-2026 berakhir 
(sampai 26 Juni 2026) 

c) Perusahaan memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja 
KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) Unit Kerja PT SLJ Global Tbk-Samarinda 
masa bhakti 2025-2027 sesuai dengan SK Surat Keputusan Direksi 
013/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2025 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja 
Perkayuan Dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest 
Management tanggal 4 April 2025, dilengkapi dengan lampiran struktur organisasi. 

d) Tersedia SK Direksi No. 119/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2023 tanggal 03 April 2023 
tentang Penetapan Lembaga Kerjasama Bipartit Bisnis Unit Natural Forest 
Management periode 2023 – 2025. 

e) PT Sumalindo Lestari Jaya II telah  memiliki dokumen keanggotaan organisasi 
pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan Nomor 
Keanggotaan : 281 sebagai anggota biasa. 

f) Tersedia Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja di bidang Pengusahaan 
Hutan bulan Mei 2026 

g) Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan ke Disnakertrans periode tahun 
2025 tanggal 4 November 2025 

h) Terdapat contoh SPK an. Pilot (PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
i) Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT SLJ II memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang 
dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja 
dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 
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tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial 
nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 
Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT SLJ II (an. AP, ES dan PL), diperoleh 
informasi bahwa PT SLJ II memiliki dokumen sarana hubungan industrial, dan telah 
diimplementasikan. 

PBPH PT SLJ II memiliki dokumen sarana hubungan industrial, serta memiliki 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati dan telah 
diimplementasikan. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki prosedur terkait standar jenjang karir 
karyawan yang tertuang pada  Peraturan Perusahaan pada  Bab III 18 – 20 tentang 
Penempatan dan Mutasi/Rotasi Pekerja/Buruh; Penilaian Karya dan Promosi 
Pekerja/Buruh.  Selain itu terdapat prosedur tentang Peningkatan Jenjang Karir karyawan 
sebagai berikut : 

1. SOP Penilaian kinerja (HRD-01/P-011/00) revisi 0, tanggal terbit 1 Desember 2014, 
dibuat oleh DWS, diperiksa oleh ADM dan disetujui oleh DVD 

2. SOP Keputusan Mutasi Karyawan (HRD-01/P-04/00) revisi 0, tanggal terbit 1 
Desember 2014, dibuat oleh NELLY diperiksa oleh DWS dan disetujui oleh DVD 

3. SOP Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan (HRD-01/P-05/00) revisi 0, tanggal 
terbit 1 Desember 2014 

4. SOP Sistem Promosi SLJ (HRD-99-ALL/R-005-03) revisi 1, tanggal terbit 3 
Desember 2016 

5. SK Direksi Nomor 003/OAK/HRDS/SK-GU/I/2026 tentang Perubahan upah 
Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD, menyatakan bahwa realisasi promosi sesuai 
dengan yang diusulkan, namun apabila disandingkan dengan struktur organisasi yang 
ada. Karyawan PT SLJ II sebagian besar karyawan berstatus Karyawan Kontrak (PKWT) 
sebesar 50 % dan promosi hanya berupa perubahan upah/gaji, yang mengindikasikan 
bahwa proses promosi belum berjalan sesuai kebutuhan organisasi perusahaan. 

PBPH PT SLJ II telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi 
(pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada periode tahun 2024-2026 telah 
diterapkan sekitar 50 %. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SLJ II memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang dalam dokumen 
Pearturan Perusahaan Bab IX Pasal 74 dan 75 tentang Pendidikan dan pelatihan. 
Implementasi  pengembangan SDM PT SLJ II sebagai berikut : 
1) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2024 sebesar 102 % ( 88 dari 

86 peserta) 
2) Realisasi peningkatan SDM melalui petatihan tahun 2025 sebesar 90,32 % ( 28 dari 

31 peserta) 
Rata-rata peningkatan SDM sebesar 96,16 % 

Berdasarkan telaahan terhadap rencana dan realisasi pelatihan yang dilaksanakan PT 
SLJ II, masih terdapat kekurangan beberapa kompetensi yang belum direncanakan 
pelatihan diantaranya yang terkait dengan Ganis HHBK, Satpamhut dan Petugas 
pengendalian kebakaran lahan & hutan. 
 
PBPH PT SLJ II telah melakukan pengembangan kompetensi karyawan dimana pada 
periode tahun 2024-2025 rata-rata mencapai 96,16 %, akan tetapi tidak terdapat 
rencana pelatihan Ganis HHBK (dalam RKU ada rencana MUK HHBK), Dalkarhutla dan 
Satpamhut yang sangat diperlukan perusahaan. 
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d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Kebijakan PT SLJ II terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan implementasinya  
meliputi : 

a) Dokumen PKB tahun 2023-2024 (perpanjangan), terkait tunjangan kesehatan & 
kesejahteraaan karyawan tertuang dalam Bab VI-VII Pasal 36 - 70  

b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.491/2025 tanggal 24 
Desember 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026, 
sebesar Rp 4.231.617,40. 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. AP dan DD, upah yang diterima sama 
dengan UMK yang berlaku di Kab. Kutai Barat dan mendapatkan tunjangan makan 
dan tinggal di mess perusahaan. 

d) Gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 26, selama ini pembayaran lancar tidak 
pernah terlambat (namun pembayarannya tidak penuh) 

e) PT SLJ II memiliki bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjan (masih terdapat 
tunggakan selama 6 (enam) bulan untuk pembayaran BPJS, dan pembayarannya 
dilakukan dengan cara mencicil melalui KPKNL), tersedia contoh kartu peserta 
BPJS Ketenagakerjaan an. Supari dan Damianus 

f) PT SLJ II memiliki bukti pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2026 sebesar 
Rp.3.040.527,- dan bulan Mei 2026 sebesar Rp.3.040.527,-, tersedia contoh kartu 
peserta BPJS Kesehatan an. Supari dan Asranniansyah 

g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT SLJ II  KM 83  yang 
ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Kantin, Sarana Ibadah, sarana olah 
raga, merupakan base camp bangunan lama yang perlu direnovasi 

Di Camp PT SLJ II tidak tersedia klinik hanya tersedia kotak P3K kalau ada karyawan 
yang sakit dan dirujuk di Puskesmas Di Batu Majang di KM 0 (jarak 83 km) atau ke Rumah 
Sakit yang ada di Ujoh Bilang (dengan waktu tempuh 2,5 - 3 jam menggunakan sped 
boat), berobat dengan memakai fasilitas BPJS Kesehatan 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. AP, ES dan PL) diperoleh informasi bahwa 
PT SLJ II telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya, namun 
baru sebagian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
PBPH PT SLJ II memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial 
ketengakerjaan dan fasilitas karyawan, namun baru diterapkan sebagian sesuai 
peraturan yang berlaku. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 ( 13 / 18 ) x 100 % = 72,22 % (SEDANG) 

 
Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 49 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 77,78 % dengan perhitungan sebagai 
berikut : 
 

No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja 
Indikator 

Nilai Kematangan 
Indikator 

Nilai Kinerja 
Indikator 
Maksimal 

1. PRASYARAT 
1.1 Baik  3 3 

1.2 Sedang 2 3 
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1.3 Baik  3 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Sedang 2 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Baik 3 3 

4.2 Baik 3 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Sedang 2 3 

Jumlah 49 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL ( 49 / 63 ) x 100% = 77,78 % 
SEDANG 

 
 
a. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

 

1 Verifier 
1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa 
keberadaan dan keabsahan SK. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II (PT SLJ II) telah dipenuhi 
seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut 
: 
- PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan luas ± 267.600 hektar yang terletak di Kabupaten 
Kutai Barat dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Menhut 
SK Menhut No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Jangka waktu 
perpanjangan izin adalah 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004 
dan berakhir sampai dengan tanggal 11 April 2051. 

- Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 400/Menhut-
II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 yaitu berupa Peta Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Sumalindo Lestari Jaya II Luas ± 267.600 Ha, 
skala Peta 1 : 100.000. 
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- Terdapat perubahan nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan 
(PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam berdasarkan SK Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1157/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/11/2021 
tanggal 18 November 2021. 

PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi 
Perseroan sebagai berikut : 

1. Akta pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Sumalindo Lestari Jaya II yang disahkan 
berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 April 1980 oleh Notaris / Pejabat Pembuat 
Akte Tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H. Akta 
pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V telah didaftarkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980. 

2. Akta Perubahan Terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLJ Global Tbk 
Nomor 43 tanggal 24 Desember 2024 oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn yang 
berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-
0227514 tanggal 24 Desember 2024. 

3. PT SLJ Global Tbk telah memiliki NIB Berbasis Resiko dengan Nomor 8120117292881 yang 
diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan terdapat perubahan ke-4 tanggal 2 Februari 
2023. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. SLJ Global Tbk nomor 01.001.872.9-
054.000. 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak 
ada) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan telaah dokumen terkait dengan kegiatan di luar kegiatan PBPH diketahui terhadap 
data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada areal PBPH PT 
Sumalindo Lestari Jaya II yaitu : 

a. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Jalan Perbatasan dan Pedalaman Kab. 
Malinau dengan luas 19,63 Ha sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.333/Menhut-
VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014; 

b. PPKH Pembangunan PLTA Batoq Kelo an. PT Tujuan Mulia Makmur dengan luas 1.459 Ha 
sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 419 TAHUN 2025 tanggal 30 Juli 2025; 

c. Penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan PT SLJ II mulai dari km 42 – km 122 
(Kab. Mahakam Ulu Prov. Kaltim) dengan Pemerintah Prov. Kaltim dan dari km 122 – km 147 
(Kab. Malinau Prov. Kaltara) dengan Pemerintah Prov. Kaltara. 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

1 Verifier 2.1.1.a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT 
Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2024 periode Tahun 2023 - 2032 yang telah disahkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6382 TAHUN 
2024 tanggal 4 April 2024 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 atas nama PT 
Sumalindo Lestari Jaya II di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. 

SK RKUPH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024 dan ditandatangani oleh an. 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; 
Agus Justianto / NIP. 19630807 198803 1 001 dan terdapat Salinan sesuai dengan aslinya 
oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik; Dr. Deden 
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Nurochman, S.Hut., M.P / NIP. 19810218 200604 1 002.  Keputusan ini berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2032. 

Terdapat lampiran Peta RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 PBPH PT Sumalindo Lestari 
Jaya II luas ±267.600 Ha dengan Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT 
(Fransiskus Xaverius Paka / No. Register : 01210006620) dan diketahui oleh Presiden 
Direktur (Amir Sunarko) serta disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP. 
19630807 198803 1 001). 

Dalam dokumen SK Penetapan RKUPH PT Sumalindo Lestari Jaya II periode Tahun 2023-
2032 telah ditetapkan antara lain : 

 Penataan Areal Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II seluas ± 267.600 Ha terdiri atas 
kawasan lindung seluas ± 67.879 ha, areal budidaya seluas ± 184.863 ha dan Areal 
Penggunaan Lain seluas ±14.858 ha ; 

 Jenis kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Tumbuh Alami (Hutan Alam), Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa pemulihan lingkungan, perlindungan 
keanekaragaman hayati dan penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon. 

2
. 

Verifier 2.1.2.a. : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar 

isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 
 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 
 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen RKUPH 

Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT 
Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2024 periode Tahun 2023 - 2032 yang telah disahkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6382 TAHUN 
2024 tanggal 4 April 2024 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 atas nama PT 
Sumalindo Lestari Jaya II di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. 

SK RKUPH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024 dan ditandatangani oleh an. 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; 
Agus Justianto / NIP. 19630807 198803 1 001 dan terdapat Salinan sesuai dengan aslinya 
oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik; Dr. Deden 
Nurochman, S.Hut., M.P / NIP. 19810218 200604 1 002.  Keputusan ini berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2032. 

Terdapat lampiran Peta RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 PBPH PT Sumalindo Lestari 
Jaya II luas ±267.600 Ha dengan Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT 
(Fransiskus Xaverius Paka / No. Register : 01210006620) dan diketahui oleh Presiden 
Direktur (Amir Sunarko) serta disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP. 
19630807 198803 1 001). 

Dokumen RKTPH 

Diverifikasi dokumen RKTPH yang disusun oleh PT SLJ II telah mengacu pada dokumen 
RKUPH dan disahkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT. Pada rentang waktu 
audit (Juni 2024 s.d Mei 2026), dokumen RKTPH yang diverifikasi ada 3 yaitu RKTPH Tahun 
2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut: 

Dokumen RKTPH Tahun 2024 

Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2024 PT Sumalindo Lestari Jaya II yang disusun 
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Presiden Direktur PT 
Sumalindo Lestari Jaya II melalui SK No. 093/SLJ/DIR/AS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 
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dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku RKTPH Tahun 2024 
dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2024 PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan 
skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Fransiskus Xaverius Paka / No. Reg. 
01210006620) dan disetujui oleh Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II (Amir 
Sunarko). Adapun target pada RKTPH Tahun 2024 yaitu 0 (tidak ada rencana). 

Dokumen RKTPH Tahun 2025 

Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2025 PT Sumalindo Lestari Jaya II yang disusun 
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Presiden Direktur PT 
Sumalindo Lestari Jaya II melalui SK No. 005/SLJ/DIR/AS/SMD/I/2025 tanggal 21 Januari 
2025 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Buku RKTPH Tahun 
2025 dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Sumalindo Lestari Jaya II 
dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Fransiskus Xaverius Paka / No. 
Reg. 01210006620) dan disetujui oleh Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II (Amir 
Sunarko). Adapun target pada RKTPH Tahun 2025 yaitu 0 (tidak ada rencana). 

Dokumen RKTPH Tahun 2026 

Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Lestari Jaya II yang disusun 
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Presiden Direktur PT 
Sumalindo Lestari Jaya II melalui SK No. 003/SLJ/DIR/AS/SMD/IV/2026 tanggal 23 April 
2026 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Buku RKTPH Tahun 
2026 dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Lestari Jaya II 
dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Suprihatin Sam Putra / No. Reg. 
01220004979) dan disetujui oleh Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II (Amir 
Sunarko). Adapun target pada RKTPH Tahun 2026 yaitu sebagai berikut : 

a. Target TPTI : 31 petak, luas 2.088 ha, jumlah pohon 12.860 dan volume 47.519,21 
m3; 

b. Target PWH : 19 petak, luas 30,17 ha, jumlah pohon 669 dan volume 594,66 m3 ; 

- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan Cabang 0 Km, jumlah 
pohon 0 dan volume 0 m3; 

- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan Cabang 8,38 Km, jumlah 
pohon 669 dan volume 594,66 m3. 

3 Verifier 2.2.1. a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan PBPH-HA yang memiliki data potensi dari tegakan 
kayu alam (tumbuh alami) pada Blok TPTI yang tertuang dalam Laporan Hasil Cruising 
(LHC). Adapun dokumen LHC yang tersedia pada rentang waktu audit LHC RKT 2024, 2025 
dan 2026 dengan kelengkapan diantaranya :  

- Buku LHC, dilengkapi dengan Tally sheet LHC setiap petak berisi informasi nomor 
pohon, jenis, diameter, tinggi, volume, jalur dan nomor barcode. LHC dibuat dan 
ditandatangani oleh GANISPH Canhut; 

- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) semua petak; 

- Berita Acara Kegiatan ITSP; 

- Peta Sebaran Pohon untuk masing-masing petak dengan skala 1 : 1.000; 

- Pakta Integritas terkait kebenaran data dan informasi laporan hasil ITSP, 
ditandatangani di atas materai oleh GANISPH Canhut dan Presiden Direktur. 

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok RKTPH 2026 (Petak XIV-Z9 
dan XIV-AA9) dan dijumpai penandaan cruising diantaranya jalur cruising ditandai dengan 
pita merah, label cruising warna merah (berisi informasi seperti No. Petak, No. Pohon, jenis, 
diameter) dan label putih berisi id barcode. 

4
. 

Verifier 2.2.1. b. : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 
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Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat lampiran peta RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 PT Sumalindo Lestari Jaya II, 
dengan skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu KPPN, Zona Konservasi, KPSL, BZHL, Lereng E, 
Sempadan Sungai dan Kebun Benih. Kawasan lindung tergambar di peta dengan warna 
merah. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait areal 
yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung, yaitu dijumpai tanda batas, diantaranya : 

a. Sempadan Sungai Bakung yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2026, yang 
penandaanya berupa plang dan cat kuning polet ( + ) pada pohon sepanjang jalur batas 
dan berada pada koordinat N 00 58’ 23,087” dan E 1150 6’ 55,785”; 

b. Lereng E yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2026, yang penandaanya 
berupa plang dan cat kuning polet ( + ) pada pohon sepanjang jalur batas dan berada 
pada koordinat N 00 58’ 35,654” dan E 1160 6’ 57,329”. 

5
. 

Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki lampiran peta RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 
dengan skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak 
tebangan. Blok & Petak RKTPH 2024 digambarkan dengan blok kuning dengan identitas 
Romawi XII (duabelas), Blok & Petak RKTPH 2025 digambarkan dengan blok kuning dengan 
identitas Romawi XIII (tigabelas) dan Blok & Petak RKTPH 2026 digambarkan dengan blok 
kuning dengan identitas Romawi XIV (empatbelas). 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps terkait 
penandaan batas Blok dan petak dijumpai adanya penandaan, diantaranya: 

a. Batas blok RKTPH 2026 yang juga merupakan batas petak Z9 ditandai dengan 
plang/sign board dan cat merah polet 3 (///) berada pada koordinat N 00 58’ 22,841” E 
1150 6’ 55,196” ; 

b. Batas petak AA9 dan petak Z9 pada RKTPH 2026 ditandai dengan papan nama dan cat 
merah polet 2 ( // ) berada pada koordinat N 00 58’ 28,775” E 1150 6’ 59,856”. 

6
. 

Verifier 2.2.1. d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem 
Silvikultur TPTI. PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak menerapkan sistem silvikultur THPB 
sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam (tumbuh alami) pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian, verifier ini 
tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifier 2.1.2.a pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 tidak terdapat 
rencana penebangan kayu bulat atau target 0 dikarenakan pada RKTPH tersebut difokuskan 
untuk perbaikan jalan angkutan kayu. Pada Blok RKTPH Tahun 2026 s.d Mei 2026, PBPH PT 
SLJ II belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan buku ukur 
dan LHP. 

Namun demikian PT SLJ II dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen 
buku ukur dan LHP, yaitu sebagai berikut : 
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a. Telah memiliki Akun SIPUHH dengan username (operator dan manajemen) yang 
berstatus aktif; 

b. Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Asranniansyah, yang ditunjuk oleh Uun 
Roudhotul Jannah (Direktur) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096A/SLJ 
II/NFM/SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2026; 

c. Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Desy Ariyanti dengan No. Reg. 
23230002717 sebagai Penerbit LHP berdasarkan SK Persetujuan Penugasan 
GANISPH Nomor : 111223113 tanggal 20 Desember 2023, berlaku s.d 27 Maret 
2028 dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 119251862833 tanggal 3 Juni 2026, 
berlaku s.d 31 Desember 2026. 

d. Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di lapangan seperti 
Personal Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, dan jaringan internet 
starlink. 

Saat audit terakhir Resertifikasi (Juni 2024) terdapat stock kayu sebanyak 781 batang dan 
volume 3.154,89 m3 yang berada di TPn dan TPK Hutan Km 82 dengan rincian sebagai berikut 
: 

No Posisi Stock Kayu 
Jumlah 

Pohon (btg) Volume (m3) 

1 TPn RKT 2019 120 465.28 
  23 105.21 
  591 2,392.80 

2 TPn RKT 2020 9 30.00 

3 TPn RKT 2021 16 59.05 

4 TPKS KM 122 22 102.55 
 Total 781 3,154.89 

 

Terhadap stock kayu sebanyak 781 batang dan volume 3.154,89 m3 telah dilakukan 
pemakaian sendiri sesuai LMKB Tahun 2026 guna penghapusan kayu bulat karena afkir dan 
rusak sesuai dengan Berita Acara Pemakaian Stock Kayu Bulat Nomor : 03/SLJ-
II/DKDS/I/2026 yang ditandatangani oleh Basri Kube (Site Manager) tanggal 6 Januari 2026. 
Diverifikasi BA DKDS kayu afkir dan rusak telah terupload pada SIPUHH pada tanggal 6 
Januari 2026. 

Dengan demikian diverifikasi stock kayu bulat sesuai LMKB periode Mei 2026 di lokasi TPK 
Hutan Km 82 dan TPK Antara Logpond yaitu NIHIL dan telah dilakukan pemeriksaan di lokasi 
TPK Hutan Km 82 dengan kondisi stock kayu bulat NIHIL atau tidak dijumpai stock kayu 
tersebut. 

2 Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal 
PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dan telah disahkan oleh Direktur yaitu diantaranya : 

- Penetapan lokasi TPK Hutan Km 82 melalui SK Direktur PT SLJ Global Tbk No. 
005/SLJ/Kpts/DIR/URJ/SMD/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan berlaku s.d 31 
Desember 2024; 

- Perpanjangan Penetapan lokasi TPK Hutan Km 82 melalui SK Direktur PT SLJ Global 
Tbk No. 005A/SLJ/Kpts/DIR/URJ/SMD/I/2025 tanggal 24 Januari 2025; 

- Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan Km 82 Tahun 2026 melalui SK Direktur PT SLJ 
Global Tbk No. 004/SLJ/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2026 tanggal 26 April 2026 dan berlaku 
s.d 31 Desember 2026; 
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- Penetapan lokasi TPK Antara Bangun melalui SK Direktur PT SLJ Global Tbk No. 
007/SLJ/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2026 tanggal 27 April 2026 dan berlaku s.d 26 April 2031. 
TPK Antara Bangun terletak di Sungai Mahakam, Kecamatan Long Bagun Kabupaten 
Mahakam Ulu, dengan ukuran ±600 M x 200 M dan kapasitas ± 7.500 m3 dan berada 
pada koordinat Geografis : 000 22’ 05,8” LU dan 1150 24’ 10,1’’ BT. 

Pada rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Mei 2026), PBPH PT SLJ II belum terdapat kegiatan 
pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu SKSHHK. Namun 
demikian PBPH PT SLJ II dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen 
SKSHHK, yaitu sebagai berikut : 

- Telah memiliki Akun SIPUHH dengan username (operator dan manajemen) yang 
berstatus aktif; 

- Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Asranniansyah, yang ditunjuk oleh Uun 
Roudhotul Jannah (Direktur) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096A/SLJ 
II/NFM/SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2026; 

- Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Asranniansyah dengan No. Reg. 23230007592 
sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Km 82 berdasarkan SK Persetujuan 
Penugasan GANISPH Nomor : 111024036 tanggal 17 Oktober 2024, berlaku s.d 9 
November 2027 dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 119890576643 tanggal 12 
November 2024, berlaku s.d 9 November 2027; 

- Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di lapangan seperti Personal 
Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, dan jaringan internet starlink. 

Dalam hal PBPH PT SLJ II telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK, akan diverifikasi 
pada periode audit penilikan. 

Uji petik silang terhadap dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual 
beli kayu/ invoice tidak dapat dilakukan dikarenakan belum terdapat penerbitan dokumen 
SKSHHK. Adapun uji petik silang tersebut akan diverifikasi pada saat audit selanjutnya dan/ 
atau pada saat ada penerbitaan dokumen SKSHHK dan realisasi penjualan kayu ke industri. 

3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Saat audit terakhir Resertifikasi (Juni 2024) terdapat stock kayu sebanyak 781 batang dan 
volume 3.154,89 m3 yang berada di TPn dan TPK Hutan Km 82. Terhadap stock kayu 
sebanyak 781 batang dan volume 3.154,89 m3 telah dilakukan pemakaian sendiri sesuai 
LMKB Tahun 2026 guna penghapusan kayu bulat karena afkir dan rusak sesuai dengan Berita 
Acara Pemakaian Stock Kayu Bulat Nomor : 03/SLJ-II/DKDS/I/2026 yang ditandatangani oleh 
Basri Kube (Site Manager) tanggal 6 Januari 2026. Diverifikasi BA DKDS kayu afkir dan rusak 
telah terupload pada SIPUHH pada tanggal 6 Januari 2026 . 

Dengan demikian diverifikasi stock kayu bulat sesuai LMKB periode Mei 2026 di lokasi TPK 
Hutan Km 82 dan TPK Antara Logpond yaitu NIHIL dan telah dilakukan pemeriksaan di lokasi 
TPK Hutan Km 82 dengan kondisi stock kayu bulat NIHIL atau tidak dijumpai stock kayu 
tersebut. 

Adapun dokumentasi tanda-tanda PUHH pada bontos kayu bulat yaitu : 

a) Label warna merah yang berisi identitas crusing yang berisi No. Petak, No. Pohon, 
Jenis dan Diamter Pohon . 

b) Label ecolin warna putih yang berisi id barcode. 

c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

PT SLJ II memiliki sistem dan database yang memungkinkan terhadap tanda-tanda PUHH 
pada kayu bulat dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari industri (hilir) sampai ke tunggak/ 
tunggul di petak tebangan (hulu). 

4. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT SLJ II belum terdapat penerbitan LHP (s.d tanggal Mei 2026), sehingga belum 
terdapat Billing tagihan PNPB atas DR dan PSDH. Namun demikian PBPH PT SLJ II dinilai 
telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen LHP dan Billing PNBP DR dan 
PSDH, yaitu sebagai berikut: 

a. Telah memiliki Akun SIPUHH dengan username (operator dan manajemen) yang 
berstatus aktif; 

b. Telah memiliki Akun PNBP dengan username dan password yang berstatus aktif; 

a. Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Asranniansyah, yang ditunjuk oleh 
Direktur (Ir. Uun Roudhotul Jannah) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 
096A/SLJ II/NFM/SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2026; 

b. Telah memiliki Operator SIPNBP atas nama Yundi Permadi Hakim, yang ditunjuk 
oleh Direktur (Ir. Uun Roudhotul Jannah) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 
0206A/SLJ/SMD/XI/2025 tanggal 11 November 2025. 

Dalam hal PBPH PT SLJ II telah terdapat penerbitan Billing PNBP DR dan PSDH, akan 
diverifikasi pada periode audit penilikan/ audit selanjutnya. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Sumalindo Lestari Jaya II, diverifikasi bahwa 
seluruh LHP yang pernah diterbitkan sebelumnya telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan 
status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP. 

5. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) 
dengan Nomor 003.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem 
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima 
Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 3/SL-
SVLK/017/SLJ/6.2023 tanggal 27 Juni 2023. Diverifikasi Sertifikat PHL PT Sumalindo Lestari 
Jaya II ditetapkan tanggal 6 Juli 2024 dengan Predikat BAIK dan berlaku 6 tahun dari tanggal 
6 Juli 2024 s.d. 5 Juli 2030. 

Berdasarkan surat perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK diverifikasi PT Sumalindo 
Lestari Jaya II berhak membubuhkan Tanda SVLK dengan Nomor : Sustainable PHL-64-01-
0002. 

Pembubuhan Tanda SVLK diatur sesuai ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1 Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dengan kondisi 
sebagai berikut : 

1. Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama AMDAL dan Lampiran 
ANDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II di Kabupaten Dati II Kutai dan 
Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan 
Mei 1992 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 
3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992. Laporan tersebut disusun oleh PT 
Sumalindo Lestari Jaya Unit II bekerjasama dengan PT Indoconsult sebagai konsultan 
yang diberi kepercayaan untuk menyusun Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 
HPH PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II seluas 242.000 Hektar yang terletak di Propinsi 
Kalimantan Timur. 
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2. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang disusun pada Juni 1994 oleh 
PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II sekaligus sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kedua dokumen tersebut sebelumnya 
diperbaiki berdasarkan saran lisan dan tertulis dari Tim Teknis AMDAL Departemen 
Kehutanan dalam Surat No. 273/VI/TN-4/94 tanggal 8 Maret 1994 dan Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan surat Nomor: 82/VI-BKPA/Setdal/94 
tanggal 2 Mei 1994. Setelah perbaikan dokumen selesai dilakukan oleh PT Sumalindo 
Lestari Jaya II, maka dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Kehutanan No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994 yang 
ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Ir. 
Soedjadi Hartono Danoewinoto.  

3. Penyusunan dokumen RKL dan RPL telah mengacu luasan berdasarkan Sk. Addendum 
Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/1993 dengan luasan 272.500 Ha. Disamping itu, 
disebutkan bahwa Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan 
ANDAL HPH PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang telah disetujui oleh Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992. 

2. Verifier 4.1.2.a. : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan dengan kondisi PT Sumalindo 
Lestari Jaya Unit II telah memiliki dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi 
Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994. 
Adapun komponen yang direncanakan mencakup : 

 Komponen Fisik Kimia, meliputi: 
- Erosi 
- Debit air sungai 
- Fisik dan kimia air 

 Komponen Biologi 
- Vegetasi hutan alam 
- Satwa liar 
- Biota perairan 

 Komponen Sosial Ekonomi Budaya 
- Komponen sosial ekonomi 
- Komponen sosial budaya 

Dengan adanya Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Sumalindo Lestari 
Jaya II maka dapat dipastikan bahwa dokumen RKL dan RPL telah disusun dengan mengacu 
pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan 
oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 
November 1992. 

3. Verifier 4.1.2.b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Mei 2026) PT Sumalindo Lestari Jaya II telah 
membuat bukti pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang tertuang dalam Laporan 
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I & II Tahun 2024, 
Semester I & II Tahun 2025. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
telah disampaikan melalui online via Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup 
(SIMPEL) sesuai dengan Tanda Terima Elektronik (TTE), dengan rincian sebagai berikut : 
 

No Periode 
Pelaporan SIMPEL 

Ket Waktu 
Penyampaian 

No. ID TTE 
Waktu Cetak 

TTE 

1 
Semeste
r I Tahun 
2024 

05-07-2024 
1776648201-

27320 20-04-2026 
Sesuai 
tata 
waktu 
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2 

Semeste
r II 
Tahun 
2024 

10-01-2025 1776648624-
27320 

20-04-2026 
Sesuai 
tata 
waktu 

3 
Semeste
r I Tahun 
2025 

15-07-2025 1776648408-
27320 

20-04-2006 
Sesuai 
tata 
waktu 

4 

Semeste
r II 
Tahun 
2025 

01-01-2026 1776648521-
27320 

20-04-2026 
Sesuai 
tata 
waktu 

 

PT SLJ II telah menyampaian pelaporan semesteran RKL RPL periode 2 tahun terakhir via 
SIMPEL dan telah sesuai dengan tata waktu pelaporannya 

Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting yaitu berupa : 

a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan Lindung Sempadan 
Sungai Bakung dan Lereng E di Blok RKTPH 2026 berupa plang dan cat kuning polet ( 
+ ) pada pohon sepanjang jalur batas; 

b. Kegiatan pengelolaan berupa penanaman rehabilitasi sempadan sungai km 83 s.d km 
93 dengan luas 3 hektar dengan jenis pohon buah (durian, lai, rambutan), kapur dan 
meranti; 

c. Kegiatan pemantauan curah hujan dengan ombrometer yang berada pada base camp 
Km 83 dan Km 122; 

d. Kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dan Debit Air pada Tahun 2024 & Tahun 
2025 di S. Maskedang, S. Benaan, S. Boh dan pada Tahun 2026 di S. Blaban dan S. 
Bakung; 

e. Kegiatan pemantauan sedimentasi sungai pada Tahun 2024 & Tahun 2025 di S. 
Maskedang, S. Benaan, S. Boh; 

f. Pemasangan plang himbauan 1) dilarang merambah hutan/ berladang di areal konsesi; 
2) dilarang melakukan illegal logging; 3) dilarang membakar hutan; 4) dilarang berburu 
satwa liar; 4) dilarang Menambang Emas di dalam areal; 

g. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit 
yaitu berupa 1) bantuan hari besar agama; 2) bantuan hari kemerdekaan; 3) bantuan 
berdasarkan proposal masyarakat. 

PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki struktur organisasi Dalkarhutla yang disahkan oleh 
Direktur melalui SK Direktur No. 76/SLJ/SMD/NFM/I/2026 tanggal 6 Januari 2026. 
Berdasarkan struktur organisasi tersebut diverifikasi regu dalkarhutla terdiri dari 2 regu inti 
yang berjumlah 30 orang, regu pemadam 1 berjumlah 8 orang dan regu pemadam 2 berjumlah 
12 orang. Dalam struktur organisasi telah dimasukkan regu pendukung/ bantuan dari Desa 
Binaan yaitu Desa Mahak Baru. 

PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki 2 regu inti yang terdiri dari 20 orang (masing-masing 
regu terdiri dari 1 kepala regu dan 7 / 11 anggota regu) dan belum sesuai dengan PermenLHK 
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat 1 yaitu 15 personil (1 ketua regu 
dan 14 anggota). Seluruh personil regu inti belum memiliki kompetensi di bidang 
penanggulangan kebakaran tercantum dalam PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (3). Daftar personil Regu Pemadam 
Kebakaran PT Sumalindo Lestari Jaya II, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berdasarkan daftar list sarpras dalkarhutla PT Sumalindo Lestari Jaya II periode Mei 2026, 
diverifikasi kondisi sarpras masih kurang dan belum lengkap sebagaimana yang 
dipersyaratkan sesuai PerMenLHK No.32 tahun 2016. 

 

Prinsip 5. 
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Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 
5.1.1. a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan 
terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan 
perlindungan. 

Selanjutnya PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan 
dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional 
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki prosedur 
terkait dengan K3 yaitu sebanyak 11 judul. Seluruh SOP terkait K3 dibuat oleh Nurma Susanti dan 
diperiksa oleh Rudiansyah serta disetujui oleh Rudy Gunawan dan berlaku efektif pada tanggal 2 
Maret 2015. 

Terdapat penunjukkan pengurus Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) dengan 
ketua an. Antariksianto sesuai SK Direktur Nomor : 004/SLJ/SMD/II/2026 tanggal 19 Februari 2026. 

2. Verifier 
5.1.1. b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat Daftar Peralatan Kerja K3 pada PT Sumalindo Lestari Jaya II periode Juni 2025 yang 
dibuat oleh Edduar Sandi (Staff ENVI) dan diketahui oleh Basri Kube (Site Manager). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai diantaranya : 

- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada 
Karyawan. 

- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di 
pasang pada bangunan workshop, rumah genset, mess karyawan, guest houuse, dan kantor. 

- Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di kantor, workshop, mess karyawan dan Guest 
house Basecamp Km 83. 

- Terdapat banner/ spanduk himbauan K3 yang dipasang kantor, guest house dan workshop 
Basecamp Km 83. 

3. Verifier 
5.1.1. c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 bulan sekali (triwulan) oleh PT Sumalindo Lestari Jaya 
II, yang memuat catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit diverifikasi tersedia laporan P2K3 
Triwulan II s.d IV Tahun 2024, Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. 
Berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT 
Sumalindo Lestari Jaya II. 

Laporan P2K3 tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti serah terima dan cap stempel dari instansi tersebut 
di surat pengantar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Antariksianto selaku Ketua P2K3, terdapat upaya untuk 
menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : 

- Penggunaan APD saat bekerja. 

- Briefing tentang K3 sebelum bekerja 

- Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. 

- Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat 
berat. 

- Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. 

- Sosialisasi K3 kepada karyawan dan mitra kerja. 
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4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya II yang tergabung 
dalam group yaitu dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia 
(KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management PT SLJ Global Tbk. dengan alamat 
secretariat di Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur, 
Telp. 0541 263740. 

Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 013/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2025 tentang Pengukuhan 
Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural 
Forest Management Periode 2025 – 2027, yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 April 2025 
dan ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur. Berdasarkan SK Direksi tersebut terlampir 
Struktur Organisasi PUK Kahutindo Bisnis Unit Natural Forest Management Periode 2025 – 2027, 
yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja atas nama Slamet, dengan susunan kepengurusan 
sebagai berikut : 

 Ketua  :  Slamet 
 Wakil Ketua :  Albert Antonius 
 Sekretaris :  Nurma Susanti 
 Bendahara  :  Dian Setiawati 
 Bidang Pembinaan :  Obetnego Ranta 
 Bidang Pengaduan/hukum :  Jasmin 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya 
II dengan Serikat Pekerja PT SLJ Global, Tbk. Serikat Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya II 
merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk (group). Dokumen PKB terdiri atas 17 
Bab dan 129 pasal. 

Dokumen PKB telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Timur No. KEP.560/2327/B.PHI & Jamsostek/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pendaftaran PKB 
antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT SLJ Global Tbk. Adapun 
PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada buku 
registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dengan Nomor : 2/PKB/BPHI&JSTK/2021 dan 
masa berlaku PKB terhitung tanggal 28 Juni 2021 s.d 27 Juni 2023. 

Dokumen PKB diajukan perpanjangan 1 tahun yaitu sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 yaitu 
sesuai dengan Surat permohonan pendaftaran perpanjangan PKB Nomor : 0124/SLJ/HRDS-
IR/SMD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023. Surat permohonan pendaftaran perpanjangan PKB tersebut 
telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
berdasarkan SK Nomor : KEP.500.15.12.1/3086/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 4 Juli 2023. 
SK Perpanjangan PKB ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditandatangani oleh 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ; H. Rozani Erawadi, S.H., 
M.Si / NIP. 19710124 199703 1 007,  dengan masa berlaku terhitung tanggal 28 Juni 2023 s.d. 27 
Juni 2024. 

Masa berlaku perpanjangan PKB berakhir pada 27 Juni 2024 dan diperpanjang kembali dalam 
tenggang waktu tidak melampaui 1 tahun terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan Surat 
Perjanjian Bersama Nomor : 122/PB/FB-SG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Kesepakatan 
Pemberlakuan PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2021 – 2023 dan Perpanjangannya sampai Proses 
Perundingan PKB 2024 – 2026 Berakhir. 

Selanjutnya terdapat Perjanjian Bersama Nomor : 065/PB/FB-SG/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 
tentang Kesepakatan Pemberlakuan PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2021-2023 dan 
Perpanjangannya. 
 




